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ABSTRAK 
Beby Fitriah Nitani, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. Skripsi. 
Jakarta. Program Studi Sosiologi Pembangunan. Fakultas Ilmu Sosial.Universitas 
Negeri Jakarta. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana peran KPAI 
dalam menangani kasus kekerasan seksual anak dalam pengawasan dan 
perlindungannya. Sasaran KPAI dalam menjalankan perannya adalah masyarakat, 
anak-anak, dan para RT, RW, maupun lembaga-lembaga yang ada ditatanan 
masyarakat. 
Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode 
deskriptif. Penelitian berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang terletak 
di Jalan Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat. Jangka waktu penelitian 
yang peneliti lakukan adalah dua bulan terhitung dari September sampai Oktober. 
Data didapatkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan pengamatan secara 
langsung. Subyek penelitian terdiri dari lima orang staf, yaitu satu orang asissten 
“anak berhadapan dengan hukum” yang menangani kekerasan seksual, dua orang staf 
pengaduan, satu orang staf registrasi dan satu orang korban kekerasan seksual yang 
ditangani KPAI. Selain itu terdapat subjek tambahan yang melibatkan sejumlah 
informan pendukung guna melengkapi hasil temuan.Triangulasi dilakukan dengan 
mewawancarai empat orang, satu pakar hukum, satu pakar psikologi, satu siswi 
pelajar, dan satunya lagi Ibu Rumah Tangga. Kajian yang digunakan penulis adalah 
teori Konstruksionisme Sosial, Peter L Berger dalam kajian ilmu teori sosiologi 
dengan konsep kekerasan seksual dan pengawasaan serta perlindungan. 
Berdasarkan temuan lapangan menunjukkan bahwa pengawasan dan 
perlindungan yang KPAI lakukan merupakan bentuk penanganan dalam  
penyelenggaraan kebebasan hak-hak anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. 
Dalam menjalankan tugasnya, KPAI tidak bisa menyelesaikan kasus, melainkan  
sebagai penentu kebijakan. KPAI dapat memberi pertimbangan penuntutan hukuman 
bagi pelaku, serta KPAI bertugas memberikan pengawasan dan perlindungan kepada 
korban kekerasan seksual. Di dalam melaksanakan perannya, KPAI melakukannya 
melalui beberapa proses. Beberapa proses yang KPAI lakukan yaitu proses 
penanganan psikologis pertama, proses penyuratan kepihak kepolisian, proses 
rujukan kepada mitra KPAI, dan proses pengawasan di pengadilan dan paska 
pengaduan. Dalam peran yang dilakukan KPAI tersebut peneliti melihat bahwa tugas 
KPAI belum sepenuhnya menyeluruh kepada masyarakat, karena masyarakat belum 
sepenuhnya tahu mengenai KPAI. Dan dalam menjalankan tugasnya banyak orang 
yang merasa kurang puas dengan kinerja KPAI karena KPAI cenderung tidak dapat  
menyelesaikan kasus.  
Kata Kunci: kekerasan seksual, pengawasan dan perlindungan, 
konstruksionisme sosial. 
 
 
ABSTRACT 
Beby Fitriah Nitani, The Role of Indonesian Children Protection Commission 
(KPAI) Under Supervision and Protection Towards Children Sexual Harassment. 
Skripsi. Jakarta. Development Sociology Study Program. Social Science Faculty. 
State University of Jakarta 2018. 
This research is intended to describe the role of KPAI in handling the cases of 
children sexual harassment under their protection and supervision. Their protection 
and supervision are to all society in general, children, stakeholder of the village, 
including RT, RW and all of institutions in the society.  
This is qualitative research and uses descriptive method and compiled at the office of 
Indonesian Children Protection Commission (KPAI), Jalan Teuku Umar No. 10-12, 
Menteng, Central Jakarta. The data is accumulated through deep interview, 
documentation, and direct observation within two months; September to October. The 
subjects of the research are five persons of the staffs; one assistant dealing with the 
children who have to face the law with the sexual harassment case, two staffs of 
accusation, one registration staff, and the victim of sexual harassment which handled 
by KPAI. Besides, this research also involves other informan to complete the result of 
the study, interviewing four people: a law expert, a psychology expert, a student, and 
a mother. This research applies the social construction theory by Peter L Berger as 
one theory of sociology and under the concept of sexual harassment and protection 
and supervision.  
According to the result of direct observation, it is possible to state that the 
supervision and protection from KPAI is the action of handling to produce the 
freedom of children rights which is followed with the children prosperity. However, 
they cannot solve the case thoroughly, hence their role is only to take on the policies. 
They can deliver the consideration to prosecute the perpetrators and do the 
supervision and protection to the victims. There are some processes compiled by the 
KPAI to run their role; the process of healing psychological aspect, delivering the 
complaint to the police with the official letter, referring to the partner of KPAI, and 
supervising the process of trial and after accusation.  So that, it is concluded that the 
role of KPAI has not spread all over society comprehensively and the society has not 
satisfied yet with their services because they cannot solve the cases.  
 
Keywords: sexual harassment, supervision and protection, social construction.  
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MOTTO  
 
“semua yang ada di bumi itu akan binasa” (Q.S Ar- Rahman : 26) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah: 
5-6) 
 
“Yes. Allah Knows. Allah knows you’re tired. Allah knows it is difficult 
for you. But you must also know that Allah would never place you in a 
situation that you can’t handle”  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Allah SWT yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sebagai tunas 
Bangsa, mempunyai potensi, mempunyai peran strategis dan sebagai penerus 
peradaban. Oleh karena itu keluarga merupakan peran yang sangat penting dalam 
pembentukan jati diri anak dan Negara perlu memberikan perlindungan dan 
kesejahteraan anak antara lain melalui pemenuhan hak partisipasi anak.  
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara 
Independen yang dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan 
Perlindungan anak di Indonesia. dalam pasal UU RI Nomer 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
1
 KPAI diberi 
mandat untuk Menerima Pengaduan Masyarakat, Hal ini yang menjadi salah satu 
prioritas dalam upaya pemetaan perlindungan anak Indonesia. Issu yang diterima 
KPAI pun marak dengan berbagai issu. Issu anak merupakan issu yang memilki 
sensitifitas permasalahan yang bebeda karena mempengaruhi substansi tumbuh 
kembang anak. Penanganan yang spesifik pun sangat perlu ditingkatkan dan 
komprehensif yang melibatkan berbagai aspek yang beririsan sehingga membutuhkan 
tata kelola dan penanganan yang optimal agar masyarakat sebagai salah satu 
stakeholder perlindungan anak mendapatkan informasi dan tindak lanjut yang jelas 
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 UURI No. 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak (KPAI) 
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terhadap pengaduan mereka.
2
 Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan 
pelantaran anak adalah “semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun 
emosional, penyalahgunaan seksual penelantaran, eksploitasi komersial atau 
eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata maupun potensial 
terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau 
martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan 
atau kekuasaan.” 3 
Kasus-kasus kejahatan atau kekerasan seksual pada anak akhir-akhir ini 
mencuat ke permukaan sehingga mengkhawatirkan kita semua. Pelakunya adalah 
orang dewasa dan korbannya anak-anak, masih dibawah umur 18 tahun. Kejahatan 
seksual pada anak yang tidak dilaporkan sesungguhnya lebih banyak lagi. Seperti 
banyak yang diberitakan di media, “Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 
kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia mencapai 156 kasus di tahun 2016”.4 Hal 
ini sangat meresahkan banyak pihak terlebih kasus kekerasan seksual ini terjadi di 
sekeliling kita, dan terlebih lagi sangat meresahkan para orang tua yang memilki 
anak. 
Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014,
5
 definisi kekerasan seksual  
yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
                                                          
2
 Anonim. Standar Operasinal Presedur Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (Jakarta:KPAI. 2014) 
3
 Anonim. Hentikan Kekerasan Terhadap Anak. (Jakarta: P2TP2A. 2016) 
4
 Anonim. Kasus Pengaduan Anak  Berdasarkan  Klaster  Perlindungan  Anak Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia. (Jakarta:  KPAI. 2016) 
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dan atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 
Kekerasan  seksual terhadap anak sangat merendahkan harkat dan martabat 
anak. Karena dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan bahkan sampai 
mereka dewasa. Bentuk kekerasan seksual seperti digerayangi, dicabuli, diperkosa, 
atau digauli secara paksa memberikan dampak yang sangat signifikan dalam 
kacamata psikologis. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan contoh 
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (right of child).
6
 
Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak 
mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, 
pelindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.  
Bahkan dalam upaya untuk menghapuskan tindak kekerasan seksual, 
pemerintah telah mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2016 serta membuat draf 
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan 
seksual yang terllihat akhir-akhir ini terjadi oleh korban yang masih belia atau tidak 
memilki kekuatan untuk melawan. Sehingga mayoritas yang menjadi pelaku adalah 
para orang dewasa atau remaja yang memiliki kekuatan fisik yang kuat untuk 
membuat korban tidak berdaya. Pelaku dapat dengan mudah memperdayai anak 
untuk mengikuti segala sesuatu tindak jahatnya pelaku. Cara yang sangat ampuh 
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untuk menawari korban dengan iming-iming atau dengan janji-janji manis sehingga 
korban tertipu daya oleh cara yang pelaku pakai.  
Dalam banyak kasus yang ada, kekerasan seksual terhadap anak tidak 
dilaporkan kepada pihak kepolisian maupun tidak melaporkan kepada lembaga 
perlindungan. Hal ini dikarenakan korban yang merasa malu, karena pelecehan ini 
menjadi aib bagi korban dan keluarga, adapula yang menjadi ancaman pelaku apabila 
korban melapor kepada pihak yang berwajib sehingga korban malu dan takut untuk 
melaporkannya. Faktor lain yaitu karena ketidaktahuan korban untuk melapor kepada 
siapa selain ke pihak yang berwajib. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut 
apabila kejadian ini diketahui.  
Sehingga dalam hal ini peran serta setiap elemen masyarakat sangat 
dibutuhkan kepada pihak korban. Keluarga menjadi elemen paling utama yang 
menjadi pihak terdekat korban. Setelah itu masyarakat sekitar RT/RW juga harus 
menjadi perlindung yang dapat mencegah terjadi kekerasan seksual disekitar wilayah 
korban atau pun pelaku sehingga kekerasan seksual dapat dicegah. Ketidak tahuan 
pihak keluarga dalam hal penanganan juga menjadi hambatan. Sehingga korban dan 
para keluarga memutuskan untuk diam daripada melapor kejadian kekerasan yang 
terjadi pada anak mereka. Peran disini lah yang menjadi sangat penting dalam 
perlindungannya.  
Di Indonesia ada lembaga perlindungan yang mengawasi berbagai kasus salah 
satunya kekerasan seksual ini. Lembaga yang menjadi pusat penelitian adalah Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia. Di lembaga ini penulis melihat bagaimana peran 
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Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Pengawasan dan memberikan 
perlindungan kepada korban tindak kekerasan seksual. 
Tabel 1.1 
Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011 – 2017 
 
Sumber : KPAI Bidang Data dan Pengaduan 2017 
 
Data dari table 1.1, merupakan kasus kekerasan seksual masuk dalam katagori 
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dimana setiap anak korban kekerasan 
akan mendapatkan perlindungan dan rujukan kepada pihak berwajib sebagai 
pendamping korban. Data diatas pun memperlihatkan kasus ABH termasuk kasus 
yang paling banyak terjadi. Apabila kita lihat berdasrakan table data dari tahun 2014 
– 2017 menurun disebabkan data yang ada adalah data yang didapatkan dari hasil 
No KLASTER/BIDANG KORBAN ABH TAHUN  JUMLAH 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Anak sebagai korban kekerasan fisik 
(penganiayaan, pengeroyokan, 
perkelahian, dsb) 
94 57 215 273 197 146 124 1106 
2 Korban kekerasan psikis 35 16 74 41 58 64 36 324 
3 Korban kekerasan seksual 216 412 343 656 218 192 134 2171 
4 Korban pembunuhan 18 86 62 94 59 72 55 446 
5 Kesehatan pencurian 5 26 36 43 34 56 40 237 
6 Korban kecelakaan lalu lintas 7 58 49 51 74 94 68 401 
7 Korban kepemilikan senjata tajam 5 7 13 28 23 23 17 116 
8 Korban penculikan 26 45 47 34 16 36 27 231 
9 Korban Aborsi 2 4 5 11 16 64 41 143 
10 Korban bunuh diri 12 35 17 19 15 16 8 122 
TOTAL  5297 
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pengaduan yang KPAI terima. Data tersebut KPAI peroleh dari pengaduan secara 
langsung maupun telepon. Apabila data tersebut berkurang dikarena respond 
pengaduan masyarakat di KPAI juga berkurang. 
Melihat data yang tertera di tabel 1.1 kasus kekerasan seksual masuk dalam 
katagori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dimana setiap anak korban 
kekerasan akan mendapatkan perlindungan dan rujukan kepada pihak berwajib 
sebagai pendamping korban. Data tersebut memperlihatkan kasus ABH termasuk 
kasus yang paling banyak terjadi.  
Sumber data yang peneliti dapatkan bersumber dari Bank data KPAI dan 
Pengaduan pada tahun 2017. Data tersebut tidak serta merta ada begitu saja tetapi ada 
sumber yang didapatkan dari Pengaduan langsung KPAI, pemantauan media cetak 
dan online, pengaduan Bank data perlindungan anak, dan data lembaga mitra KPAI 
se-Indonesia.  
Dalam peranan dari KPAI sebagai salah satu lembaga perlindungan anak 
dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak, khususnya 
kekerasan seksual. Peneliti memilih KPAI sebab, KPAI bertindak berdasarkan 
Undang-Undang Perlindungan Anak nomer 23 Tahun 2002 yang saat ini sudah di 
revisi menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang sudah 
disahkan langsung oleh Presiden. 
Keberadaan Lembaga KPAI merupakan hal penting mengingat masih banyak 
korban kekerasan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur yang dampaknya 
pun sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Banyak korban yang 
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mengalami gangguan mental dan psikologisnya dalam masyarakat. Sehingga menjadi 
masyarakat yang tertutup akan sosial dan bisa menyebabkan korban mengalami 
gangguan mental dan kejiwaan serta sebelum kematangan usia produksi korban yang 
mengakibatkan adanya muncul penyakit menular lainnya. 
Di dalam menjalaskan tugasnya KPAI menjalin relasi atau kerja sama dengan 
aparat penegak hukum seperti kepolisian, LAPAS, serta mitra-mitra lainnya seperti 
P2TP2A. Melihat permasalahan yang sudah peneliti paparkan, penulis tertarik 
mengambil tema dan melakukan penelitian di KPAI dengan judul “ Peran Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak 
Korban Kekerasan Seksual”. 
1.2 Permasalahan Penelitian 
Kekerasan seksual pada anak atau yang sering dikena Child Sexual Abuse 
menjadi kenyatan pahit yang dialami oleh seorang anak, terlebih apabila kekerasan 
tersebut adalah pemerkosaan. Terkait dengan hal tersebut sebagian besar kasus 
kekerasan seksujal, khususnya pemerkosaan yang tercatat di pusat data KPAI adalah 
dialami oleh anak-anak yang bermukim didaerah pinggiran atau daerah kumuh di 
Ibukota Jakarta. Tetapi tidak tertutup kemungkiunan pula terjadi di daerah-daerah 
lainnya. 
Para pelaku kekerasan seksual pada umumnya adalah orang dewasa atau tidak 
jarang adalah orang terdekat korban baik secara jarak atau lokasi maupun secara 
kedekatan kerabat. Meskipun mereka memiliki orang terdekat seperti keluarga, tetapi 
keluarga seakan mengalami ketidak harmonisan sebagai wadah untuk melindungi 
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anak. Anak kerap sekali diperlakukan layaknya orang dewasa yakni secara kasar, 
semena-mena dan penuh dengan ketidakadilan. Padahal anak pada dasarnya 
merupakan makhluk yang lemah dan tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa. 
Sehingga mereka tak jarang menjadi korban kekerasan, ketidakadilan, dan eksploitasi 
yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. untuk itulah mereka membutuhkan 
perlindungan dan pengawasan dari orang lain yakni orang tua, keluarga, aparat 
pemerintah, serta elemen-elemen salah satunya adalah  KPAI. 
Perjuangan KPAI selaku lembaga perlindungan anak dalam membantu 
memperjuangan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang hingga kini masih 
belum sepenuhnya dapat terwujud. Padahal setiap anak berhak mendapat 
perlindungan dan pengawasan secara baik dan menyeluruh. Tetapi dalam  
menjalankan tugasnya KPAI mendapatkan tantangan yang harus dihadapi, yakni 
pengetahuan para orang tua, keluarga serta masyarakat yang cenderung masih minim 
pengetahuan akan pentingnya lembaga-lembaga perlindungan dalam memberikan 
pengawasan dan perlindungan terhadap korban, serta aparat penegak hukum yang 
sering kali tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk melindungi keadilan hak-hak 
anak. 
Berangkat dari latar belakang masalah-masalah diatas, penulis menghimpun 
dalam beberapa pertanyaan : 
1. Bagaimana peran KPAI dalam pengawasan dan perlindungan anak korban 
kekerasan seksual?  
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2. Bagaimana Kontruksi Sosial yang dilakukan KPAI dalam menjalani perannya 
terhadap anak korban kekerasan seksual? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan terhadap peran KPAI dalam 
menangani kekerasan seksual yaitu untuk mengetahui peranan yang dilakukan KPAI 
dalam hal perlindungan dan pengawasan untuk korban serta habatan dan kontruksi 
sosial dalam melihat rujukan yang diberikan KPAI kepada mitra-mitra lainnya. 
Sehingga anak korban kekerasan seksual merasa dilindungi serta menjadi tempat 
yang nyaman untuk mereka mencurhakan segala keluh kesahnya. Serta dapat kembali 
beraktifitas tanpa adanya traumatik yang berkepanjangan. Penelitian ini juga 
ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk menjadi sarjana S1 di prodi 
Sosiologi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan mampu menerapkan pengkajian teori-teori dalam 
ilmu sosiologi, khususnya bagaimana konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat 
sehingga nantinya dapat diterapkan dalam mempelajari setiap aspek kehidupan dalam 
bersosial dan bermasyarakat. Teori yang akan penulis gunakan yaitu teori Konstruksi 
Sosial Peter L Berger. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan akan ada 
gambaran mengenai sebuah konstruksi sosial yang dilakukan oleh KPAI terhadap 
anak korban kekerasan seksual.  
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1.4.2 Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi semua pihak 
yang terkait dalam penelitian ini diantaranya ialah: 1) sebagai masukan bagi Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melayani pemulihan serta masukan agar 
menjadi lebih baik, 2) sebagai pemahaman untuk masyarakat peran serta KPAI dalam 
memberikan perlindungan serta pengawasan untuk anak korban kekerasan seksual 
agar masyarakat cepat tanggap apabila mengalami dan  melihat sendiri kekerasan 
khususnya kekerasan seksual, 3) serta memberikan informasi kepada korban peran 
KPAI dalam perlindungan dan pengawasannya. 
1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis 
Tinjauan sejenis yang pertama, Ehsa Satya Satwika dalam tesis nya yang 
berjudul “Peran KPAI Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Usaha 
Penegakan Hukum Terhadap Anak Nakal/Berkonflik Dengan Hukum”.7 Tulisan ini 
berangkat dari penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran yang dilakukan 
KPAI pengawasan kepada anak ABH. KPAI adalah lembaga independen yang khusus 
melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak yang diharapkan dapat melaksanakan perlindungan anak 
di Indonesia dengan baik. KPAI yang bertugas untuk menerima pengaduan dan 
perlindungan anak dari proses hukum dirasa kurang memberikan andil karena 
dibatasi kewenangan dan tugasnya.  
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 Ehsa Satya Satwika, Peran KPAI Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif  Sebagai Usaha 
Penegakan Hukum Terhadap Anak Nakal/Berkonflik Dengan Hukum, (Ketahanan Nasional. 
Universitas Indonesia, 2013).  
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Dalam hal ini menunjukan aspek perlindungan anak sangatlah penting karena 
menyangkut masa depan bangsa. Selanjutnya disahkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
pengadilan anak yang diatur tentang tatacara beracara khusus bagi anak atau 
perlakuan khusus bagi anak selama proses peradilan. Setelah adanya UU tersebut 
diatas, pemerintah dan aparat penegak hukum merasa instumen hukum tersebut masih 
kurang menjamin perlindungan anak, maka legislator mengesahkan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan yang terakhir adalah UU No. 11 Tahun 
2012 tentang sistem peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak menyempurnakan 
kekurangan-kekerungan yang ada pada intrumen hukum perlindungan anak. 
KPAI pun menjalin kerjasama dan kordinasi antar lembaga yang turut 
mendorong tercapainya restoratif terkait perlindungan anak dirasa kurang maksimal, 
khususnya peran KPAI sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan 
perlindungan terhadap anak dalam kasus-kasus tertentu kurang memberikan pengaruh 
dalam proses peradilan.  
Tinjauan sejenis kedua, Astri Agustiana dalam jurnal nasionalnya yang 
berjudul “Kajian Tentang Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam Memberikan 
Perlindungan Anak Terhadap Kekerasa”.8 Tulisan ini berangkat dari penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu 
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Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam memberikan 
perlindungan anak terhadap kekerasan.  
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak memimpin bangsa dan 
negara Indonesia di masa depan, oleh karena itu anak harus dilindungi dan dipenuhi 
hak-haknya. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 
termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Hal tersebut telah diatur dalam 
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1. 
Anak sebagai seseorang yang sedang tumbuh dan berkembang perlu diberi bimbingan 
dan pengawasan oleh orang tua karena anak rentan menjadi korban kekerasan 
ataupun dilanggar hak-haknya. Anak yang menjadi korban kekerasan dapat 
mengalami gangguan tumbuh kembang karena kekerasan tersebut dapat 
menimbulkan luka fisik dan juga psikis kepada anak. Dampak dari kekerasan yang 
dialami tersebut dapat berlangsung dalam jangka pendek ataupun jangka panjang.  
Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 
menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak. 
Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak menjadi begitu 
urgent karena anak merupakan masa depan bangsa. Lembaga yang dibuat Kabupaten 
Sleman tersebut ialah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kabupaten Sleman yang beralamat di Paten, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. 
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Lembaga tersebut juga menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan, 
kantor dan rumah aman tersebut berada pada sebidang tanah milik pemerintah 
Kabupaten Sleman. 
Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, salah satu yang 
berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak adalah pemerintah. Pemerintah 
memiliki wewenang untuk membuat kebijakan berkaitan dengan peraturan mengenai 
perlindungan anak dan juga melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sleman membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam upaya memberikan 
perlindungan kepada anak korban kekerasan yang ada di Kabupaten Sleman. 
Dan tinjauan sejenis ketiga, Prasetijo Utomo dengan judul “Penanganan Anak 
Korban Kekerasan Seksual di Polres Metro Jakarta Selatan”.9 Banyak kekerasan 
yang menimpa anak-anak tidak terjangkau oleh hukum dengan alasan tradisi, privasi, 
atau interest politik, selain memang hukum sendiri tidak mengaturnya. Hal tersebut 
menyebabkan merebaknya kejahatan tanpa hukuman, memungkinkan kekejaman 
dapat terus berlangsung, karena telah dilakukan tindak pembiaran yang 
memungkinkan peaku bebas tuntutan.  
Kekerasan adalah serangan atau invansi terhadap fisik dan integritas menlat 
psikologis seseorang.  Setidaknya ada enam kondisi yang merupakan faktor 
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 Prasetijo Utomo, Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Polres Metro Jakarta Selatan, 
(Ketahanan Nasional. Universitas Indonesia, 2004).  
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pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap anak-anak, 
yaitu: 
1. Faktor ekonomi, kemiskinan yang terjadi pada keluarga membawa keluarga 
pada situasi frustasi dan kekecewaan sehingga dapat menimbulkan kekerasan 
dalam keluarga. 
2. Masalah keluarga, hal ini mengacu pada situasi keluarga yang tifdak 
harmonis, sehingga ayah sanggup melakukan tidak kekerasan ke anak / 
istrinya. Begitupun sebaliknya.  
3. Faktor perceraian, hal ini dapat mengakibatkan adanya tromatik sendiri oleh 
anak karena anak akan berparadigma bahwa meraka akan mendapatkan Ibu 
atau Bapak tiri nantinya apabila Ibu/Bapak mereka menikah lagi.  
4. Kelahiran anak di luar nikah 
5. Permasalahan jiwa atau psikologis 
6. Tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan agama yang memadai. 
Oleh sebab itu 6 faktor pendorong yang disebabkan oleh kekerasan seksual 
seharusnya dapat dicegah dan dapat menjadi pelajaran yang bisa membuat pihak yang 
bercerai baik keluarga suami maupun istri dapat menjadi pencegah tindak kekerasan 
tersebut. Apabila kekerasan seksual terjadi untuk proses penyidikan anak korban 
kekerasan seksual yang dilakukan oleh Penyidik Ruang Pelayanan Khusus 
dimaksudkan agar anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat 
melaporkan kasusnya dengan aman ditempat yang khusus. Dengan adanya tempat 
khusus sehingga korban dapat lebih komunikatif atau tidak harus malu untuk 
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mengungkapkan semua peristiwa yang dialaminya. Sehingga penyidik dapat 
memberikan konseling kepada korban yang sama-sama perempuan, menghindari 
trauma korban dan mencegah terjadinya pelecehan seksual atau pelanggaran lainnya. 
Tabel 1.2 
Perbandingan Tinjauan Penelitian Sejenis 
 
Peneliti  Ehsa Satya 
Satwika 
Prasetijo Utomo Astri Agustiana Peneliti 
Beby Fitriah 
Nitani 
Metodologi  Yuridis-emppiris 
dengan analisa 
deskriptif-
kualitatif 
Kualitatif Kualitatif Kualitatif 
Lokasi  KPAI Jakarta Polres Metro 
Jakarta Selatan 
P2TP2A 
Kabupaten 
Sleman 
KPAI Jakarta 
Fokus  Peran Lembaga 
dalam 
pendampingan 
ABH di 
peradilan. 
Penanganan 
Anak Korban 
Kekerasan 
Seksual 
Memberikan 
Perlindungan 
Anak Terhadap 
Kekerasan. 
Peran lembaga 
dalam 
pengawasan dan 
perlindungan 
korban kekerasan 
seksual 
Kajian  Peran lembaga di 
peradilan dan 
pendampingan 
anak  
Penanganan anak 
korban kekerasan 
seksual oleh 
penyedik Ruang 
Pelayanan 
Khusus di Polres 
Metro Jaya 
Jakarta Selatan. 
Upaya yang 
diberikan dalam 
perlindungan 
anak terhadap 
kekerasan 
kepada 
masyarakat 
Peran Lembaga 
dalam 
memberikan 
pengawasan dan 
perlindungan  
Objek kajian KPAI dan ABH Polres Metro 
Jakarta Selatan 
Dan Child Abuse 
P2TP2A Kab. 
Sleman  
KPAI dan korban 
kekerasan 
seksusal 
Konsep  Restorative 
Justice 
Teori Sosiologi 
Organisasi. Teori 
tentang anak, 
korban, dan 
kekerasan 
seksual. 
Teori Sosialisasi Konstuksionisme 
Sosial Peter L 
Berger melalui 
Eksternalisasi, 
Objektifikasi, 
dan Internalisasi 
Sumber : kesimpulan tinjauan penelitian sejenis dari Ehya, Prasetijo, Astri, dan Beby 
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1.6 Kerangka Konsep 
Untuk membedah lebih dalam studi ini, dalam penelitian ini digunakan 
beberapa konsep yang relevan dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk 
mempertajam analisis penulis terhadap fenomena di lapangan. Serta, membantu 
penulis dalam memahami fenomena tersebut. Konsep yang digunakan diantaranya 
adalah peran, anak, kekerasan seksual, pemulihan korban, dan konstruksionisme 
sosial Peter L Berger melalui Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi. 
1.6.1 Peran 
Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek 
dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
10
 Dari hal diatas 
lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya 
disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya 
dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai 
arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara 
penuh. 
Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan 
dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Seperti halnya KPAI sebagai suatu 
lembaga pengasawan dan perlindungan Anak diharapkan berfungsi dalam penegakan 
hak-hak anak dan perlindungan anak, sehingga tercapainya keamanan, kesejahteraan, 
dan kenyamanan masyarakat, artinya peranan yang nyata.  
                                                          
10
 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Rajawali Pers, 2012). hlm. 212 
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Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh 
individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan 
sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 
Dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau prilaku yang 
diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang 
memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan 
bahwa apabila dihubungkan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 
peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas 
dan wewenang KPAI sebagai lembaga yang berfokus kepada kesejahteraan dan 
perlindungan hak-hak anak. 
1.6.2 Anak 
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak.
11
 Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang 
belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang 
berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah 
dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun. 
Anak adalah aset bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa 
yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu perhatian 
dan harapan yang besar perlu diberikan kepada anak. Setiap orang dewasa, 
masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan 
                                                          
11
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak 
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memenuhi hak-hak anak sejak anak masih di dalam kandungan, memenuhi kebutuhan 
dasar anak dalam bentuk asih (kebutuhan fisik biologis termasuk pelayanan 
kesehatan), asah (kebutuhan kasih saying dan emosi), dan asuh (kebutuhan stimulasi 
dini) agar anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
Di samping memenuhi hak-hak yang sudah melekat pada anak, pembinaan anak perlu 
pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan 
tanggung jawab anak kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. 
Bahkan dalam hal ini ini, hak-hak anak pula menjadi bahan diskusi dan 
perumusan mengenai kesejahteraan anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) 
yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan 
telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York pada tanggal 
26 Januari 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 
Pengesahan Convention on The Rights of The Child. Seluruh bagian dalam Konvensi 
ini mengatur pemenuhan hak-hak anak.
12
 
Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, 
yaitu: 
1. Non-diskriminasi. 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak. 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. 
4. Penghargaan terhadap pendapat anak. 
                                                          
12
 Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. www. depkes.go.id/ download.php? 
file=download /pusdatin/infodatin/infodatin-anak... di akses pada Tanggal 29 Januari 2018, Pukul 
08:30 WIB 
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1.6.3 Kekerasan Seksual pada Anak Incest, dan Pedhofilia 
Kekerasan biasanya tidak asing lagi didengar oleh masyarakat luas. 
Masyarakat mengetahui tindakan kekerasan berasal dari sebuah pemukulan seseorang 
kepada orang lain. Tetapi kekerasan seksual bersifat panjang dan akan menjadi 
traumatik yang dialami korban khususnya anak kecil. Karena kekerasan seksual yang 
terjadi akan menimbulkan bekas luka yang lama. Kekerasan seksual dapat dialami 
oleh siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi perempuan 
dijadikan tempat utama bagi para kaum laki-laki untuk meluapkan hastrat sesaatnya. 
Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran anak menurut 
Asep Syarifudin adalah semua “bentuk pelaku menyakitkan secara fisik maupun 
emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, atau 
eksploitasi lain yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial 
terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau 
martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan 
atau kekuasaan”.13 
Tindak kekerasan seksual ada yang kasat mata atau mudah diidentifikasi, 
tetapi terdapat juga kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan yang rahasia dan 
tertutup seperti kekerasan seksual orang tua terhadap anak atau yang disering disebut 
incest.  Incest menurut David merupakan “hubungan seks di antara orang yang 
memiliki hubungan dekat sedarah, seperti anak dan orang tua, antara kakak-adik, dan 
                                                          
13
 Asep Syarifudin dkk. Buku Panduan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, 
(Jakarta: P2TP2A. 2011). hlm. 17 
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ayah tiri atau saudara tiri”.14 Korban incest akibat perbuatan sedarah biasanya lebih 
melekat dan menjadi traumatic yang lama dibanding dengan korban dari ayah tiri.  
akibat perbuatan ayah dan/atau saudara laki-laki biasanya lebih menderita dan 
tertekan dibanding dengan korban dari ayah tiri. Kasus kekerasan seksual berupa 
incest merupakan kasus yang sering terjadi namun jarang dilaporkan, hal tersebut 
dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga atau adanya kemungkinan korban 
mengalami peristiwa serupa oleh anggota keluarga yang lain. 
Di samping itu kita juga menghadapi masalah besar dengan kekerasan seksual 
yang menimpa anak-anak menurut Baby Jim dari “ketertarikan seksual terhadap 
anak-anak di bawah 13 tahun yang disebut pedophilia”.15 pada umumnya korban 
kekerasan seksual terjadi pada anak perempuan. Tetapi bisa juga terjadi kepada 
perempuan dewasa yang seering disebut dengan pemerkosaan. Dan sebagian besar 
yang menjadi pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki. Hal ini didasarkan 
pandangan bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan. Terlebih lagi apabila 
korbanya adalah anak-anak yang tidak bisa melawan, apabila melawan juga tenaga 
yang dihasilkan anak kecil tidak sama dengan kekuatan laki-laki terlebih lagi orang 
dewasa.  
                                                          
14 Davit Setyawan, Incest Terhadap Anak : Banyak Terjadi, Sedikit Terungkap, 2014, http://www.kpai.go.id/ 
artikel/incest-terhadap-anak-banyak-terjadi-sedikit-terungkap/,  d iakses pada Tanggal 17 April 2017 
Pukul 14.00 WIB 
15
 Baby Jim Aditya, “Tindakan dan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual”, Jurnal 
Perempuan,  Mei 2016, Vol . 21,  No 2,  , hlm 61-62.  
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Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya 
secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dilakukan oleh imdividu maupun 
kelompok.
16
 
Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, 
maupun seksual, yang umunya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai 
tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua di indikasikan 
dengan kerugian dan ancaman pada kesehatan anak dan kesejahteraan anak. 
17
 Istilah 
child abuse melliputi berbagai macam tingkah laku, dari ancaman fisik secara 
langsung maupun tindakan emosional yang dilakukan orang sekitar. Tingkah laku 
inilah yang membuat sering kali anak merasa tidak nyaman berada di dalam 
lingkungan rumah.  
Kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang sering ditangani oleh KPAI 
adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga maupun orang-orang sekitar 
korban. Karena status dan kedeketan inilah yang sering kali menjadi penghambat 
karena mereka tidak berani untuk melapor karena ikatan-ikatan keluarga, orang 
sekitar, nilai-nilai sosial tertentu, nama baik tertentu, kesulitan-kesulitan yang akan 
terjadi apabila korban melapor, serta ancaman yang akan dilakukan oleh pelaku 
apabila korban melapor. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dalam KPAI 
sering kali dijumpai, dikarenakan ketidak mampuan RT, RW yang anak singgahi 
untuk menanganinya serta pemahaman para orang tua dan lingkungan sekitar yang 
                                                          
16
 Robert  L Barker, The Social Work Dictionary, National Association Of Social Workes, 
(Maryland:Silver Spring, 1978), p.1. 
17
 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm 28 
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enggan untuk melaporkannya. Di samping itu negara juga perlu menyusun kebijakan-
kebijakan sosial yang pada akhirnya mampu mencegah terjadinya tindak kekerasan 
baik secara fisik mapun emosional terhadap anak. 
Anak yang mempunyai traumatik atau pengalaman awal yang kurang baik 
akan memunculkan dampak yang berkepanjangan akan tumbuh kembang anak. 
Sehingga anak-anak memilki rasa takut, stess, ganguan perasaan bahkan bisa 
mengakibatkan ketertutupan dirinya akan sosial atau bermasyarakat. Hal ini lah yang 
seharusnya menjadi pelajaran dan pencegahan kepada para orang tua serta 
masyarakat sekitar untuk segara melaporkan tindak kekerasan yang terjadi agar dapat 
ditangani sesegera mungkin. 
1.6.4 Konsep Pengawasan dan Perlindungan 
Pengawasan menurut  Syafiie adalah “salah satu fungsi manajemen untuk 
menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan”.18 Apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan standar 
perencanaan, walaupun secara tidak sengaja tetap ke arah yang lebih baik. Dengan 
demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, 
penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan 
dan lain-lain kendala dimasa yang akan datang. Bahkan pengawasan dilaksanakan 
untuk mengusahakan agar komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan. Kegagalan 
pengawasan berarti cepat atau lambatnya kegagalan perencanaan-perencanaan dan 
suksesnya perencanaan berarti suksesnya pengawasan. 
                                                          
18
 Inu Kencana Syafiie. Ilmu Administrasi Publik. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006). hlm. 81-82 
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Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan 
pengertian dari Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) 
yaitu: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Karena Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak Indonesia yang 
beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.  
Dalam Pengawasan dan Perlindungan KPAI melakukan berbagai peran dalam 
pengawasan dan perlindungannya yaitu yang pertama sosialisasi, yakni pengenalan 
dan pemahaman nilai-nilai untuk membentuk masyarakat yang utuh. Menurut 
Soerjono Soekamto, “sosialisasi adalah sebuah proses penanaman nilai dan aturan 
dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat”. 
Sosialisasi dilakukan dengan cara orang-perseorangan dan kelompok antar kelompok 
yang saling bertemu untuk menentukan sistem serta bentuk hubungan satu sama 
lainnya. Melalui sosialisasi inilah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 
berusaha untuk menjelaskan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomer 23 Tahun 
2002 kepada lembaga-lembaga sosial, penegak hukum, tokoh-tokoh masyarakat, dan 
Makamah Agung. Mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus 
dipenuhi agar kejadin kekerasan seksual dapat dicegah dan tidak terjadi lagi 
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perlanggaran norma yang terdapat di dalam masyarakat. Adapun sosialisasi yang 
dilakukan oleh KPAI adalah secara formal yang sifatnya prefentif. Sebab, dilakukan 
melalui lembaga-lembaga pemerintah dan resmi dalam mensosialisasikan nilai-nilai, 
norma-norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat sekitar, 
khususnya aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya.  
Proses sosialisasi pun di dalamnya juga membutuhkan interaksi sosial. Bahwa 
interaksi sosial sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan peranan-peranan penting 
dalam masyarakat. Interaksi sosial yang dimaksud adalah suatu hubungan timbal 
balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok 
maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial memungkinkan masyarakat 
berproses dengan sedemikan rupa sehingga membangun suatu pola hubungan dalam 
masyarakat. Adapaun syarat-syarat interaksi sosial adalah dengan adanya kontak 
sosial dan komunikasi. Tanpa kontak sosial dan komunikasi, maka kegiatan ini tidak 
bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Karena dalam sosialisasi membutuhkan objek 
untuk menerima informasi maupun ilmu pengetahuan yang lembaga sosialisasikan. 
Oleh karena ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia membangun interkasi dan 
relasi kepada para stakeholders lainnya seperti penegak hukum, lembaga-lembaga 
sosial, LAPAS, LBH dan bahkan RT/RW yang sangat dengan lingkungan 
masyarakat.  
Pengawasan dan perlindungan yang kedua adalah memberikan pendampingan 
bantuan hukum. Frans Hendra Winarta menyimpulkan bahwa, “Bantuan hukum 
merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan 
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pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengdilan, secara 
pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti akan seluk beluk 
pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia”. 19  
Dalam prosedur penanganannya Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
berinteraksi kepada pihak pelapor untuk menyelesaikan kasus yang menimpa korban. 
Terkadang dalam hal ini KPAI berperan sebagai pelantara antara pihak kepolisan 
dengan keluarga korban. Pihak KPAI dalam berinteraksi dengan pihak kepolisan 
melalui surat menyurat. Bahkan tidak menutup kemungkinan pula KPAI datang 
langsung ke kepolisian untuk mengetahui sejauh mana kasus kekerasan seksual 
tersebut sudah diproses. 
 KPAI  memberikan pengawasan kasus yang berperan aktif sebagai agen yang 
memberi masukan positif berdasarkan pengetahuan pengalamannya. Serta 
menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak yang 
harus dilindungi. Khususnya anak korban kekerasan sesksual. Selain itu KPAI juga 
menjalankan interaksi dengan lembaga-lembaga eksternal lainnya untuk membantu 
dalam hal pendampingan dan pemulihan pasca traumatic. KPAI biasanya 
berkerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam membantu 
menyelesaikan kasus korban kekerasan seksual kepada LBH dengan melalui surat. 
Seperti melakukan analisis sosial, menjalin relasi, bernegosisasi, berkomunikasi, 
memberi konsultasi, serta mencari dan mengatur sumber dana untuk keperluan 
membantu klien. Kasus-kasus kekerasan seksual yang sudah masuk akan dianalisis 
                                                          
19
 Frans Hendra Winarta, Pro Bono Publico, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm 23. 
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sesuai dengan yang berlaku dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KHA 
(Konvensi Hak Anak). Agar hasil dari analisis tersebut dapat dijadikan saran dan 
masukan untuk memberikan konsultasi yang terbaik dalam menyelesaikan kasus-
kasus anak.  
1.6.5 KPAI sebagai Auxiliary State 
Auxiliary State dapat pula disebut sebagai lembaga negara independen, 
komisi independen, komisi negara independen, lembaga negara banttu, lembaga 
negara yang melayani, organ sampiran negara atau lermbaga negara penunjang. 
Beberapa negara juga mengenal lembaga ini dengan  istilah state auxiliary bodies¸ 
administrative agencies, independent regulator agencies, atau state auxiliary 
agencies. Menurut Jimly Asshidiqie dalam bukunya Denny Indrayana, komisi negara 
independen adalah organ negara (state organs) yang diidealkan independen dan 
karenanya berada di luar cabang kekuasan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, 
namun justru mempunyai fungsi campura sari ketiganya.
20
 
Pembentukan lembaga-lembaga negara bantu tersebut harus memilki landasan 
pijakan yang kuat dan paradigma yang  jelas. Dengan demikian keberadaannya dapat 
membawa manfaat bagi kepentingan publik umumnya, serta bagi penataan sistem 
ketatanegaraan pada khususnya.
21
 
                                                          
20
 Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan. (Jakarta: 
Kompas, 2008).  hlm. 266 
21
 Ni’matul Huda,  Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. (Yogyakarta UII Press. 2007). 
hlm. 202 
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Di Indonesia sendiri pembentukan Auxiliary State atau lembaga negara 
penunjang mulai menjamur sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru. selain karena 
kebutuhan akan sebuah lembaga baru yang mampu menangani permasalahan sosial 
yang ada. Kemunculan lembaga-lembaga ini juga dipicu oleh trauma masyarakat 
terhadap pemerintahan orde baru yang sifatnya independen dan solutif terhadap 
permasalahan sosial yang ada. 
Denny Indrayana dalam bukunya yang berjudul Negara Antara Ada dan Tiada 
Reformasi Hukum Ketatanegaraan, memasukan 53 lembaga negara yang dapat 
disebut dengan Auxiliary State.
22
 Jenis Auxiliary State terbagi menjadi dua bagian. 
Yaitu, Independent Regulatory Bodies dan Executive Branch Agencies. Jenis 
Independent Regulatory Bodies mengacu pada lembaga-lembaga yang sifatnya 
independen dan tidak termasuk dalam cabang kekuasaan apapun seperti Komisi 
Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia (KPAI).  
1.6.6 Konstruksi Sosial Peter L Berger 
Fungsi kebenaran dalam dunia kehidupan sehari-hari tidak diterima begitu 
saja sebagai kenyataan oleh anggota masyarakat biasa dalam perilaku yang 
mempunyai makna subjektif dalam kehidupan. Dasar-dasar pengetahuan dalam 
kehidupan sehari-hari yakni objektivasi (pengobjektifan) dari proses-proses (dan 
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 Denny Indrayana, Op.Cit., hlm.  270-273 
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makna-makna) subjekti dengan nama dunia akal-sehat intersubyektif itu dibentuk.
23
 Menurut Peter L. Berger, “sosiologi bertujuan untuk memahami masyarakat. 
Tujuannya bersifat teoritis yaitu memahami semata-mata”.24 Memahami masyarakat 
yang dijelaskan oleh Peter L. Berger bukan hanya dalam masyarakatnya saja, akan 
tetapi tatanan yang ada didalamnya berupa masalah sosiologi dan masalah sosial. 
Masalah sosiologi menurut Peter L. Berger, menyangkut perubahan terhadap interaksi 
sosial. 
Proses sosialisasi juga pengaruh dari pengalaman-pengalaman sosial individu 
atau dari pengalaman intelektualnya pada orientasinya sangatlah dipengaruhi oleh 
Berger dan Lukcman mengenai kontruksi sosial tentang kenyataan. Kontruksi sosial 
tentang kenyataan pada manusia memberikan pengaruh kehidupan pada saat ini. 
Konstruksi sosial merupakan suatu teori yang menggunakan pendekatan struktur dan 
agen dalam membahas gejala sosial yaitu kekerasan seksual pada anak. Lembaga 
masyarakat dalam hal ini merupakan dunia sosial yang diciptakan oleh aktor melalui 
rasionalitas atau kesadaran subjektif aktor namun juga sebagai bagian dari struktur 
sosial yang mempengaruhi aktor. Hubungan antara manusia, sebagai produsen, dan 
dunia sosial sebagai produknya merupakan hubungan yang dialektis, yang terdiri dari 
tiga momen utama, yaitu eksternalisasi, objektivas, dan internalisasi.
25
  
                                                          
23
 Peter L Berger dan Thomas Lukcman, Tafsir Sosial Atas Kenyataan-Risalah Tentang Sosiologi 
Pengetahuan, (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 28 
24
 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2004), hlm. 
16 
25
 Peter L Berger, Tafsir Sosial  atas Kenyataan, penerjemah Hasan Basari, judul asli : The Social 
Construction of Reality, (Jakarta : LP3ES, 2013),  hlm. 83 
29 
 
 
 
Menurut Berger ekternalisasi adalah proses aktualisasi diri manusia ke dalam 
dunia yang berlangsung secara terus-menerus baik melalui tindakan fisik maupun 
mental. Eksternalisasi pun merupakan proses pengeluaran yang berrupa ide-ide, 
gagasan, ideology, dan pemecahan suatu yang nantinya akan disosialisasikan kepada 
objek atau biasanya diistilahkan sebagai pencurahan kedirian manusia secara terus 
menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya yang akhirnya 
akan menjadi habitus. Lalu pada tahap selanjutnya adalah objektivasi adalah 
pencapaian hasil karya eksternalisasi manusia menjadi realitias objektif yang menjadi 
independen dari para penciptanya. Ini berarti bahwa hasil karya (lembaga) yang 
sudah memperoleh bentuk yang jelas. Dalam hal ini objektivitas merupakan proses 
melakukan rasionalisasi atas proses eksternalisasi yang dilakukan individu atau 
kelompok pada dirinya. pada tahap menjadi penting dikarenakan objek selanjutnya 
akan mengafirmasi atau mengkritisi segala eksternalisasi yang dilakukan individu 
atau kelompok lainnya. Dalam hal ini, objektivasi oleh Peter L Berger merupakan 
proses dimana manusia menciptakan alat-alat etika. 
Sementara itu,  internalisasi adalah penanaman nilai-nilai struktur objektif 
dalam kesadaran manusia dan menjadikannya sebagai kesadaran subjektif selama 
berlangsungnya sosialisasi. Dalam penanaman nilai-nilai itulah berlangsung 
internalisasi. Internalisasi adalah proses yang dialami manusia untuk mengambil alih 
dunia yang sedang dihuni sesamanya. Internalisasi adalah proses penerimaan definisi-
definisi tersebut, individu pun bahkan hanya mamapu memahami definisi orang lain, 
30 
 
 
 
tetapi lebih dari itu, turut mengkontruksikan definisi bersama yang nantinya akan di 
sosialisasikan kembali.  
Ketiga momen proses ini, meyakini bahwa sudah  bisa dilihat dengan  momen 
yang mendasar atara ketiga momen dialektik ini dalam kenyataan sosial. Masing-
masing dari ketiga momen ini bersesuaian dengan suatu karakteristik yang esensial 
dari dunia sosial. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa masyarakat merupakan 
prosuk manusia dimana masyarakat merupakan kenyakatan objektif dalam produk 
sosial.  
Keberadaan manusia tidak mungkin berlangsung dalam suatu lingkungan 
interioritas yang tertutup dan tanpa bergerak. Keberadaan manusia harus terus 
menerus mengeksternalisasikan diri dalam aktivitas, upaya menjaga eksistensi 
menuntut manusia menciptakan tatanan sosial. Tatanan sosial merupakan produk 
manusia, atau lebih tepat lagi suatu produksi manusia yang berlangsung terus-
menerus yang merupakan hasil manusia yang sudah-sudah. Ia diproduksi manusia 
sepanjang eksternalisasinya yang berlangsung terus-menerus. Tatanan sosial hanya 
ada sebagai produk aktivitas manusia yang dapat dialihkan atau dipertahankan dalam 
suatu proses pelembagaan.                                                                                                                                                                                                            
1.7 Kerangka Berfikir 
Berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka terlebih dahulu 
peneliti akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan ruang lingkup 
permasalahan yang dapat menunjang penelitian ini, sebelum menjelaskan konsep 
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yang peneliti pakai dalam penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan terlebih 
dahulu kerangka berpikir dalam penelitian ini yang diantaranya ialah: 
Skema 1.1 
Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
    
 
 
Sumber : Analisis Peneliti, 2017 
Melalui kerangka berfikir yang sudah dijabarkan, dalam penelitian ini melihat 
mengenai peran lembaga yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
untuk memberikan pengawasan serta penyelenggaraan perlindungan kekerasan 
seksual terhadap anak yang sekarang makin marak di masyarakat. Maka dari itu, 
untuk memberikan sebuah pengawasan KPAI oleh Konvensi Hak Anak atau yang 
biasa disebut (KHA) guna sebagai prinsip dasar KPAI dalam pengawasan dan 
penyelenggaraan perlindungan anak yang bertujuan untuk memberikan hak-hak anak 
Indonesia. Keterlibatan KPAI sendiri dalam memberikan pengawasan kepada korban 
kekerasan seksual anak dengan cara memberikan pendampingan anak dalam menjalin 
kerjasama dengan pihak-pihak lainnya seperti LBH, P2TP2A, Dinas Sosial dan lain-
Lembaga KPAI  
Keterlibatan 
Lembaga  
Masyarakat   
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lain. Serta memberikan informasi kepada masyarakat melalui media akan kekerasan 
seksual yang marak terjadi di masyarakat.   
Masyarakat  awam yang kurang mengerti akan fungsi dan keterlibatan KPAI 
dalam memberikan pengawasan dan penyelengggaraan perlindungan anak sangatlah 
berpengaruh dalam keterlaksanaan hak-hak anak. Oleh sebab itu, KPAI sangat 
mengharapkan tindakan masyarakat yang juga proaktif dalam memberikan 
pengawasan dan perlindungan kepada anak, serta mejalin hubungan baik terhadap 
lembaga-lembaga terkait dalam memberikan informasi serta mengabarkan apabila 
melihat tindak kekerasan seksual. Oleh sebab itu masyarakat sangat berpengaruh juga 
akan keterlibatan Lembaga KPAI dalam pelaksanaan pengawasan dan perlindungan 
anak. 
1.8 Metodologi Penelitian 
1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan 
kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan berupa data pustaka, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif 
ini adalah ingin menggambarkan realita empiric di balik fenomena secara mendalam, 
rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian 
ini dengan mencocokan antara realita empiric dengan yang berlaku dengan 
menggunakan metode deskriptif. Penelitian Kualitatif berusaha untuk memahami atau 
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menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh 
masyarakat kepada mereka.
26
 
 Metode penelitian deskriptif juga bertujuan untuk melukiskan secara 
sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual 
dan cermat . Metode deskriptif juga dinilai sebagai suatu pencarian fakta dengan 
interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, 
serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk 
tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 
proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. 
Dengan demikian, metode deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara 
sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini  
bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan analisa, 
tetapi juga memadukan unsur-unsur tersebut. 
1.8.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian peneliti adalah di Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI), yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat. 
Waktu penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada saat hari dan jam kerja untuk 
memudahkan peneliti dalam mencari informasi serta bertemu dengan para informan. 
Hal tersebut dilakukan karena penulis hanya bisa mengakses data dan bertemu 
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 John W, Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2014). hlm.  
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dengan para informan hanya pada saat itu saja. Mengingat operasional KPAI hanya 
berlangsung pada hari kerja yaitu Senin-Jumat dari pukul 08.00 WIB -16.00 WIB. 
1.8.3 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian merupakan sebuah hal penting dalam penelitian kualitatif. 
Subjek data yang digunakan peneliti yaitu, sumber data primer dan sekunder. Sumber 
data primer peneliti dapatkan melalui hasil wawancara. Adapun subjek yang diteliti 
dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci yang menjadi sumber utama dalam 
proses pencarian data. Selain itu juga terdapat informan yang berperan sebagai 
pelengkap data agar data yang diperoleh lebih valid. 
Tabel 1.3 
Data Narasumber Subjek Penelitian 
 
No Nama Posisi Peran Dalam Penelitian 
1. Pak F Assisten Bid. ABH Memberikan Informasi Mengenai peran 
KPAI dalam memberikan pengawasan 
serta penyelenggara perlindungan anak. 
Dan macam-macam kekerasan seksual. 
2. Ibu A Pengaduan KPAI Memberikan Informasi Mengenai 
hambatan, dan faktor terjadinya kekerasan 
seksual  
3. Ibu N Pengaduan KPAI Memberikan Informasi Mengenai peran 
KPAI dalam memberikan pengawasan 
serta penyelenggara perlindungan anak. 
Serta mitra KPAI dalam menjalankan 
tugas dan prosedur penanganan. 
4. Mba D Registrasi KPAI Memberikan informasi mengenai tata cara 
prosedur di KPAI 
5 PT Korban Memberikan Informasi tambahan tentang 
kasus yang sedang dijalani. 
TOTAL NARASUMBER 5 orang 
Sumber : wwwawancara penulis dengan narasumber 
Peneliti mewawancarai 5 orang, subjek penelitian terdiri dari informan kunci 
sebanyak 5 orang dari, wakil bidang ABH Pak F, 2 Staff Pengaduan Ibu A dan Ibu N, 
1 orang staff Registrasi Mba D dan 1 orang korban PT. Interaksi yang dilakukan oleh 
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peneliti dan subjek penelitian merupakan sebuah kunci dalam keberhasilan penelitian 
ini. Sumber data yang peneliti dapatkan diantaranya melalui data primer dan 
sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara, 
dokumentasi. 
1.8.4 Sumber Penelitian 
Data-data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersumber dari : 
1. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada para 
narasumber yang terkait dengan masalah ini. 
2. Data sekunder yaitu berupa bahan buku yang didapat dari KPAI yang 
berkaitan dengan kekerasan. 
3. Data sekunder lainnya yang berupa karya ilmiah yaitu, bahan-bahan yang 
memberikan penjelasan tentang bahan-bahan lainnya. 
4. Dokumentasi secara langsung ke KPAI 
1.8.5 Keterbatasan Peneliti 
Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini ialah proses wawancara oleh para 
informan serta surat menyurat dalam pembuatannya. Mengingat para informan yang 
terbentur waktu kerja dan jadwal informan yang terlampau padat. Sehingga untuk 
mencocokan waktu pun sulit untuk dilakukan. Peran peneliti dalam penelitian 
kualitatif ini adalah sebagai instrument utama dalam pengumpulan data yang 
mengharuskan peneliti  untuk mengidentifikasi nilai, asumsi dan prasangka pribadi di 
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awal penelitian.
27
 Serta hambatan yang dialami oleh peneliti yaitu untuk bertemu 
dengan para korban terlampau sulit karena kerahasian para korban. dikhawatirkan 
akan menghasilkan penelitian secara subyektif. Namun untuk mencegah terjadinya 
subyektifitas di dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan hasil temuan 
lapangan dari para informan dalam menganalisis penelitian ini. Sehingga objektivitas 
di dalam penelitian ini dapat terjaga dengan baik. 
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah: 
1. Wawancara mendalam 
Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan tanya 
jawab langsung kepada informan yaitu Pak F selaku wakil bidang komisioner ABH, 
divisi Pengaduan, masyarakat. Berdasarkan pada tujuan penelitian yaitu melihat 
Konstruksi Sosial dalam perlindungan dan pengawasan korban kekerasan seksual.  
Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mencatat berdasarkan 
pedoman pada daftar pertanyaan yang telah di siapkan sebelumnya, yaitu terdiri dari 
aspek peran KPAI dalam perlindungan korban kekerasan seksual, hambatan serta 
konstruksi pengawasan yang dilakukan oleh KPAI. Wawancara ini dilakukan 
beberapa kali dan secara bergantian sesuai dengan keperluan peneliti. peneliti 
melakukan wawancara kepada informan yang sudah peneliti tentukan sebelumnya. 
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2. Observasi 
Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal 
yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan 
dengan masalah penelitian. peneliti mengamati secara langsung bagaimana peran dan 
program kerja yang dilakukan KPAI dalam perlindungan kekerasan seksual serta 
peneliti juga terlibat langsung melalui kegiatan Magang. Melalui cara ini, peneliti 
dapat mengetahui apa saja faktor penghambat serta pendorong KPAI dalam 
konstruksi sosial perlindungan dan pengawasan.  
3. Dokumentasi 
Dokumentasi yang dimaksudkan ialah peninggalan tertulis seperti arsip-arsip 
dan termasuk juga buku-buku, teori, dan tempat kerja serta lain sebagainya yang 
terkait dengan masalah penelitian. 
4. Teknik Analisis Data 
Hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan nantinya akan di analisa 
secara kualitatif. Dimana data-data yang sudah diperoleh kemudian akan 
dikumpulkan lalu diklasifikasi. Setelah itu peneliti akan menganalisisnya secara 
kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pikiran yang telah disajikan guna 
memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang penulis teliti. 
1.8.7 Analisis Data 
Analisis data yang didapatkan selama dan setelah peneliti mengumpulkan 
data. Hasil-hasil temuan didapat ketika penulis melakukan penelitian tepatnnya di 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berpusat di DKI Jakarta yang akan 
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dikelompokkan menurut taksonomi dan tema oleh peneliti. Terlebih lagi data dari 
hasil wawancara yang penulis dapatkan dari  berbagai narasumber di KPAI, menjadi 
data yang sangat penting dalam menganilisis.  penelitian ini. Dalam tahap analisis ini, 
data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dan dikaitkan dengan teori dan konsep 
yang berkaitan. Teori yang peneliti ambil yaitu teori Konstruksi Sosial oleh Peter L 
Berger. Data yang peneliti peroleh agar dapat dianalisis berasal dari berbagai sumber 
yang diantaranya ialah buku-buku yang berkaitan dengan teori yang peneliti gunakan, 
jurnal-jurnal yang relevan dengan judul penelitian, hingga data yang diakses melalui 
internet. Serta buku-buku yang didapat penulis dari KPAI. 
1.9 Teknik Triangulasi 
Sumber triangulasi data peneliti mewawancarai 2 orang pakar, yaitu pakar 
psikologi Ibu N untuk mengetahui lebih lanjut prikis anak dan korban yang 
mengalami kekerasan seksual. Dan pakar hukum Pak R untuk meninjau lebih jauh 
tentang hukum yang berlangsung di Indonesia dan bagaimana hukum itu ikut turun 
langsung tentang kekerasan seksual terhadap anak. . Interaksi yang dilakukan oleh 
penulis dan triangulasi data penelitian merupakan sebuah informasi tambahan dan 
Cross-check data dalam keberhasilan penelitian ini. 
Triangulasi data ialah data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber yang 
didapat peneliti dari agar hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat 
dianalisis secara utuh. Teknik ini dilakukan sebagai upaya untuk cross-check data 
atau mengkonfirmasi ulang data-data lapangan kepada informan lain di luar informan 
yang peneliti jadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga 
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menjadikan divisi Pengaduan dan Komisioner ABH sebagai informan kunci agar 
memperkaya data dan dapat dengan mudah dilakukannya triangulasi untuk 
menganalisa Konstruksi Sosial. 
1.10 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan digunakan untuk mengatur penulisan agar menjadi 
lebih sistematis. Adapun tujuannya ialah untuk memudahkan peneliti serta para 
pembaca skripsi ini dalam memahami isi penelitian skripsi ini secara menyeluruh. 
Sistematika penulisan ini merupakan suatu pengantar untuk menjelaskan alur logika 
yang mendasari penulisan penelitian skripsi ini yang disusun dalam lima bab. 
Penggunaan nama dalam bab penelitian maupun sub bab penelitian yang berbeda 
dimaksudkan agar sesuai dengan metode penelitian dengan pendekatkan kualitatif. 
Penjelasan serta pembagian bab-bab disusun sebagai berikut:  
Dalam Bab I pendahuluan, pada bagian ini peneliti menuliskan tentang 
pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan 
penelitian, tujuan penelitian, metodelogi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 
sistematika penulisan, serta instrument penelitian.  
Bab II gambaran Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada bagian 
ini berisikan gambaran umum lembaga, mulai dari sejarah berdirinya Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) , Tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI), Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), struktur organisasi dan 
jaringan kerja sama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 
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Bab III peneliti mendeskripsikan tentang temuan lapangan yang peneliti 
dapatkan. Selain itu penulis juga menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya 
kekerasan seksual, dua kasus korban kekerasan seksual. peranan Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan cara pengawasan yang melalui tindakan 
rujukan. peneliti pun menuliskan beberapa hambatan yang dialami lembaga dan 
penanganan yang dilaukan KPAI serta peneliti menjabarkan pula hasil wawancara 
peneliti dengan narasumber serta informan. 
` Bab IV peneliti menganalisis tentang pengawasan serta perlindungan  anak 
korban kekerasan. Pada bab ini berisikan tentang perspektif sosiologis yang 
dilakukan peneliti. Dengan menggunakan perspektif sosiologis sebagai Konstruksi 
Sosial menurut perspektif Peter L Berger dalam sebuah Proses Sosiolalisasi. Melalui 
istilah-istilah eksternalisasi, objektivasi, dan Internalisasi.  
Bab V berisikan tentang penutup dari skripsi. Pada bagian terakhir, berisikan 
kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban yang eksplisit terhadap 
pertanyaan penelitian, sementara saran berupa ususlan akademis dan praktis sebagai 
implikasi lebih lanjut dari penemuan penelitian.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM KOMISI PERLINDUNGAN ANAK 
INDONESIA (KPAI) 
 
2.1 Pengantar 
Pada Bab II ini peneliti akan membahas terkait gambaran umum Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Gambaran umum pada bab ini akan 
membahas sejarah berdirinya KPAI yang berada di Jakarta. Peneliti akan 
menjabarkan konteks historis awal terbentuknya KPAI sampai sekarang. Selain itu, 
peneliti juga akan membahas mengenai lokasi penelitian yaitu, Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia yang berada di Jakarta, yaitu Menteng.  
Pada Bab II ini profil dari KPAI yang terdiri dari visi dan misi organisasi serta 
profil korban kekerasan seksual merupakan hasil peneliti yang didapat dari 
wawancara dan data pribadi KPAI yang penulis dapat dari KPAI langsung, 
Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak informan yang sudah mengetahui 
KPAI secara mendalam. Selain wawancara, dokumentasi yang berasal dari KPAI pun 
peneliti mendapatkannya dari website KPAI dan dokumentasi pribadi peneliti. 
2.2 Latar Belakang Berdirinya KPAI 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat 
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut 
disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan 
ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. 
Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden 
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menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8 bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota 
KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut. 
Nama dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dipilih berdasarkan Komnas 
Perlindungan Anak yang setara dengan nama Komnas HAM dan Komnas 
Perempuan, karena sama-sama di bentuk berdasarkan Undang-undang atau keputusan 
Presiden telah terlebih dahulu di pakai oleh LSM yang pembentukannya di lakukan 
akta notaris. Ketika dalam pembahasan RUU perlindungan anak, antara PANSUS 
DPR dan wakil pemerintah di sepakati untuk mencari dan menggunakan nama 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena LSM tersebut tidak bersedia 
mengganti nama baru itu memerlukan pemikiran, waktu, strategi, usaha, tenaga, dan 
biaya ekstra agar dapat dikenal dan dkipahami perbedaan oleh masyarakat, yaitu 
mana yang komisi negara dan man yang LSM.  
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan lembaga negara 
Independen yang dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggara 
perlindungan Anak di Indonesia. Issu anak merupakan issu yang memilki sensitifitas 
permasalahan yang berbeda karena menyangkut substansi yang mempenngaruhi 
tumbuh kembang anak, penanganan yang spesifik dan komprehensuf yang 
melibatkan berbagai aspek yang beririsan sehingga membutuhkan tata kelola dan 
penanganan yang optimal agar masyarakat sebagai salah satu stake holder 
perlindungan anak mendapatkan informasi dan tindak lanjut yang jelas terhadap 
pengaduan mereka. 
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Status sebagai Komisi Negara  yang independen, harus bebas dari intervensi 
dari berbagai pihak kekuasan dalam rangka pemenuhan hak dasar peelindungan anak 
secara nasional atau daerah. Dengan kata lain setiap anggota Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia baik secara pribadi maupun  kelompok memiliki resiko dalam 
melindungi hak-hak anak. Apabila dalam budaya masyarakat Indonesia yang masih 
beranggapan bahwa urusan anak adalah bagian dari “privasi” keluarga yang tidak 
perlu melibatkan orang lain apalagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Namun 
UU Perlindungan Anak menolak tanggapan tersebut sehingga Komisi Perlindungan 
Anak Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan perlindungan dan pengawasan 
terhadap hak-hak anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun publik. 
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Dalam sejarahnya, sebelum KPAI berdiri seperti sekarang, rangkaian sejarah 
tentang upaya perlindungan anak di Indonesia telah lama digagas. Hal tersebut 
berawal dari rangkaian sidang umum PBB (1989), tepatnya pada tanggal 20 
November 1989, majelis umu PBB telah menyetujui dan mensahkan rumusan 
Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang dikenal dengan sebutan Convention On The 
Rights Of The Child (CRC) termasuk di ikuti oleh wakil delegasi pemerintahan 
Indonesia yang telah ikut serta secara aktif merumusan dan membahas naskah serta 
menandatangani kesepakatan tersebut.  
Dalam upaya merespon dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat 
terhadap pengaduan yang masuk, maka KPAI memandang penting untuk membuat 
Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan dalam melakukan penerimaan 
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pengaduan masyarakat secara profesional, proporsional, komprehensif, dan 
terintegratif dengan bidang-bidang lain yang terkait. Dengan cara ini akan terlihat 
jelas tanggungjawab, beban kerja dan analisa pekerjaan dan alur proses penanganan 
serta kompetensi dan output yang dihasilkan dari setiap pelaksana. SOP ini 
diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja daan aspek pengaduan yang menjadi 
landasan bagi terciptanya budaya kerja yang sistematis dan terukur.
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2.3 Deskripsi Lokasi KPAI 
Gambar 2.1 
Lokasi KPAI 
Sumber : Dokumentasi peneliti 2017 
Lokasi KPAI berada dapat dikatakan memiliki letak yang strategis karena 
mudah diakses dan berada di pusat kota. Lokasi KPAI sendiri berada di Jalan Teuku 
Umar No. 10-12, Menteng, Jakarta Pusat. Daerah Teuku Umar pun terletak di 
pertengahan antara Monas dan Taman Suropati, yang termasuk memiliki akses yang 
sangat mudah dan terjangkau oleh angkutan umum seperti Kereta dan banyak orang 
tahu akan jalan tersebut. Sehingga mengakibatkan orang-orang yang dari luar Jakarta 
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pun mudah untuk mengakses lokasi tersebut. Meskpun terbilang lokasi dengan 
tempat pemukiman elite tetapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang 
kurang mampu. Karena KPAI tidak dipungut biaya apapun. Lokasi yang strategis ini 
pun  juga membuat kerja KPAI untuk memantau langsung para pengaduan korban 
kekerasan seksual yang ada di Jakarta. Karena lokasi ini posisinya di tengah-tengah 
pusat kota.  
Gambar 2.2 
Tempat Registrasi 
Sumber : Dokumentasi peneliti 2017 
KPAI sendiri memiliki bangunan 3 lantai yang dimana dalam bangunan 
tersebut memeliki tempat-tempat khusus, seperti tempat registrasi, pengaduan, 
assignment psikologi, tempat mediasi, aula, tempat data, tempat bermain anak  serta 
tempat kantor para komisioner KPAI. Untuk ruang pengaduan, assigment psikologis, 
ruang bermain ada dilantai 1. Sedangkan tempat komisioner dan data ada lantai 2. 
Dan aula tempat sidang ada di lantai 3.  
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2.4 Peran KPAI Berdasarkan VISI dan MISI 
Salah satu tugas KPAI sesuai amanat UURI No. 23 Tahun 2002 yang sudah di 
revisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 adalah “Menerima Pengaduan Masyarakat”. 
Hal ini kemudian diimplementasikan dengan dibentuknya kelompok kerja (POKJA) 
pengaduan yang teknis melakukan proses menerima pengaduan dari awal dan 
kemudian melanjutkan proses tersebut melakui mekanisme penanganan pengaduan 
masyarakat yang sudah ditentukan sesuai standar yang berlaku. Untuk 
mengimplementasikan tugas dan fungsi, maka Pokja Pengaduan Memiliki visi dan 
misi yang menjadi landasan filosofis dalam bekerja, visi KPAI adalah “Menciptakan 
layanan pengaduan masyarakat yang profesional sesuai asas kepatutan dengan 
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak”. Dalam menjalankan visinya, 
KPAI pun merealisasikan visi dengan misi sebagai berikut, menerima pengaduan 
masyarakat secara profesional, ramah dan akuntabel, mengedepankan asas 
perlindungan dan kerahasiaan, mengidentifkan mekanisme rujukan kepada mitra 
KPAI dengan membangun sinergi dan positif, membangun kapasitas dan kualitas 
personil pengaduan secara berkelanjutan, dan menjujung tinggi martabat 
kelembagaan, menghormati klien dan menghargai kolega, dalam kebersamaan yang 
harmonis. Dalam Visi dan Misi KPAI sebagai perlindungan anak, KPAI juga memilki 
strategi dalam menjalankan tugasnya. Strategi itu antara lain : 
1. Penggunaan System Building Approach (SBA) sebagai basis pelaksanaan tugas 
dan fungsi, yang meliputi tiga komponen sistem: (a sistem norma dan kebijakan, 
meliputi aturan dalam perundang-undangan maupun kebijakan turunannya baik di 
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tingkat pusat maupun daerah; b) struktur dan pelayanan, meliputi bagaimana 
struktur organisasi, kelembagaan dan tata-laksananya, siapa saja aparatur yang 
bertanggung jawab dan bagaimana kapasitasnya; c) proses, meliputi bagaimana 
prosedur, mekanisme kordinasi, dan SOP-nya; 
2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM yang profesional, kredibel dan 
terstruktur, sehingga diharapkan tugas dan fungsi KPAI dapat berlangsung dengan 
efektif dan efisien; 
3. Penguatan kesadaran masyarakat untuk mendorong tersedianya sarana dan 
prasarana pendukung yang memberikan kemudahan akses terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak di semua sektor; 
4. Perspektif dan pendekatan yang holistik, komprehensif dan bukan parsial dalam 
merespon masalah atau kasus, karena masalah atau kasus anak tidak pernah 
berdiri sendiri namun selalu beririsan dengan berbagai aspek kehidupan yang 
kompleks; 
5. Diseminasi konsep Indonesia Ramah Anak (IRA) pada berbagai pemangku 
kewajiban dan penyelenggara perlindungan anak yang meniscayakan adanya child 
right mainstreaming dalam segala aspek dan level pembangunan secara 
berkelanjutan; 
6. Penguatan mekanisme sistem rujukan (reveral system) dalam penerimaan 
pengaduan, sehingga KPAI. Hal ini dipandang penting untuk memantapkan 
proses penanganan masalah perlindungan anak yang bersumber dari pengaduan 
masyarakat. 
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7. Kemitraan strategis dengan pemerintah dan civil society dalam setiap bidang kerja 
dan isu agar setiap permasalahan bisa mendapatkan rekomendasi dan solusinya 
yang tepat, serta terpantau perkembangannya.
30
 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah milik dan aset bangsa 
dan negara yang perlu diberikan dukungan dan masukan agar dapat menjalankan 
tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. 
2.5 Tugas Pokok, Fungsi, dan Tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
Dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak dirumuskan “Dalam rangka 
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen”. Selanjutnya dalam Pasal 76 
UU Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut: 
1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, 
menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, 
evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. 
2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden 
dalam rangka perlindungan anak. 
Berdasarkan pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan 
mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku 
kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 yakni : 
“Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua” di semua strata, baik 
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pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi 
pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus. KPAI bukan institusi teknis 
yang menyelenggarakan perlindungan anak. 
Skema 2.1 
Tugas KPAI 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Sumber : Data KPAI, 2017 
KPAI memandang perlu dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan 
mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan 
perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, 
konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah 
dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab 
pemerintah daerah. 
Tugas (Pasal 76) 
Pemenuhan Hak 
Anak, 
Perlindungan 
Khusus  
Mengumpulkan Data 
dan Informasi 
MENGUMPULKAN 
Layanan Pengaduan 
Masyarakat 
Mediasi dan 
Sengketa 
Telaah 
Mengumpulkan Data 
Dan Informasi 
Kerjasama 
Pengawasan 
Masukan dan Usul 
Kebijakan PA  
50 
 
 
 
KPAI mengapresiasi daerah-daerah yang sudah memiliki Perda tentang 
Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur secara rinci bentuk-bentuk pelayanan 
perlindungan anak mulai dari pelayanan primer, sekunder hingga tersier, institusi-
institusi penyelenggaranya, serta pengawas independen yang dilakukan KPAID.
31
 
2.6 Pelayanan KPAI Dalam Proses Pengaduan 
Pelayanan yang diberikan KPAI dalam pengawasan anak korban kekerasan 
sekssual berpacu sama Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. Dimana KPAI 
menjunjung tinggi hak-hak anak agar dapat terpenuhui dan berjalan dengan baik. 
Pelayanan KPAI pun tidak terlepas dari prosedur-prosedur awal pengadu datang ke 
KPAI. Hal yang paling pertama ketika sesampainya pengadu ke KPAI adalah 
melakukan registrasi terlebih dahulu. Pelayanan KPAI termasuk pelayanan public 
yang tidak memungut biaya apapun. Karena prinsp KPAI yang menjunjung tinggi 
kesejahteraan masyarakat. 
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Skema 2.2 
Pelayanan KPAI 
 
 
 
 
 
     
 
Sumber : Analisis Peneliti, 2017 
Pelayanan KPAI terbagi menjadi 3 layanan : 
Pelayanan Rujukan. Dalam pelayanan rujukan ini para pengadu yang telah 
melaporkan akan dirujuk kepada beberapa mitra yang telah bergabung dengan KPAI 
seperti LBH, P2TP2A dan lain-lainnya. dalam proses rujukan ini para pengadu tidak 
begitu saja di lepas oleh pihak KPAI tetapi pihak KPAI juga akan terus mengawasi 
dan memantau setiap perkembangan dalam kasus tersebut. Biasanya proses rujukan 
ini untuk Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH), pengaduan melalui telepon, atau 
tentang anak yang memilki trauma psikologis.  
Pelayanan Konsultasi : proses konsultasi ini diberikan KPAI dalam penangan 
yang bersifat kekeluargaan dimana proses ini diberikan apabila dari pihak pengadu 
tidak memiliki data yang lengkap dalam memberikan pengaduannya, baik tidak 
lengkapnya data teradu, korban maupun data-data lainnya. ini yang menjadi sulit 
dalam memberikan pengawasan sehingga KPAI tetap mengberikan pelayanan 
Kasus Pengaduan 
Pelayanan 
Rujukan 
Pelayanan 
Konsultasi 
Pelayanan 
Proses 
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konsultasi ini kepada pengadu. Pelayanan konsulttasi biasanya diberikan kepada 
kasus tentang hak kuasa asuh, harta gono-gini dan pengadu yang datang dari luar 
daerah tentang kasus yang sama.  
Pelayanan Proses : pelayanan proses ini adalah pelayanan yang sifatnya perlu 
di proses oleh pihak KPAI. Pelayanaan ini memiliki data yang lengkap dan dari pihak 
pengadu telah memberikan kesediannya untuk diproses lebih lanjut. Proses ini 
biasanya pihak KPAI akan memberikan surat meyurat kepada pihak yang 
bersangkutan baik pihak pengadu maupun teradu. Proses surat menyurat pun juga 
diberikan ke pada pihak kepolisan apabila kasus tersebut yang berhadapan dengan 
hukum, maupun surat menyurat kepada mitra-mitra KPAI lainnya. tetapi tidak tutup 
kemungkinan KPAI akan secara langsung turun tangan untuk melihat perkembangan 
kasus tersebut apabila memang memungkinkan. Biasanya kasus yang selalu diproses 
ini adalah kasus mengenai ABH, kasus yang akan di mediasi, dan kasus-kasus 
lailnnya.  
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2.7 Struktur Organisasi 
2.3 Gambar 
Struktur Organisasi 
sumber: Dokumentasi KPAI Tahun 2017 
Layanan penerimaan pengaduan Masyarakat. Salah satu tugas KPAI sesuai 
amanat UURI No. 23 Tahun 2002 adalah “Menerima Pengaduan Masyarakat”. Hal 
ini kemudian diimplementasikan dengan dibentuknya kelompok kerja (POKJA) 
pengaduan yang teknis melakukan proses menerima pengaduan dari awal dan 
kemudian melanjutkan proses tersebut melakui mekanisme penanganan pengaduan 
masyarakat yang sudah ditentukan sesuai standar yang berlaku. Untuk 
mengimplementasikan tugas dan fungsi, maka Pokja Pengaduan Memiliki visi dan 
misi yang menjadi landasan filosofis dalam bekerja, visinya adalah menciptakan 
layanan pengaduan masyarakat yang profesional sesuai asas kepatutan dengan 
mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak adapun misi untuk menjalankan 
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visinya adalah, Menerima pengaduan masyarakat secara profesional, ramah dan 
akuntabel, Mengedepankan asas perlindungan dan kerahasiaan, Mengidentifkan 
mekanisme rujukan kepada mitra KPAI dengan membangun sinergi dan positif., 
Membangun kapasitas dan kualitas personil pengaduan secara berkelanjutan, 
Menjujung tinggi martabat kelembagaan, menghormati klien dan menghargai kolega, 
dalam kebersamaan yang harmonis. 
2.8  Profil Korban 
2.8.1 Korban PT (Inisial) 
Korban pertama yang akan peneliti teliti saat ini adalah korban perempuan 
yang bernama PT. saat ini korban tengah menduduki bangku Sekolah Menengah 
Pertama (SMA) di salah satu sekolah negeri di Jakarta. Korban berumur 17 tahun 
tepatnya pada tanggal 30 Juni 1999. Tempat tinggal PT di daerah Jakarta Utara. 
Korban tinggal bersama Ibu dan satu kakak perempuannya.  
Kejadian terjadi saat korban masih di di bangku SMP saat korban masih 
berumur 1 tahun. Pelaku pun adalah ayah kandung dari korban yaitu MT. Saat ini 
pelaku menginjak usia 45 tahun. Kejadian itu telah berlangsung 5 tahun yang lalu. 
Pelaku pada awalnya merupakan anak yang mudah bergaul dan sedikit ceria. Tetapi 
sejak kejian itu sifat korban jadi sedikit tertutup dan mudah emosian.  
2.8.2 Korban SZA (Inisial) 
Korban kedua yang akan peneliti teliti adalah korban perempuan yang 
bernama SZA. Saat ini korban berusia 17 tahun. Korban saat ini menduduki bangku 
Sekolah Menengah Pertama di daerah Jakarta. Karena kejaian yang memalukan 
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tersebut korban akhirnya tidak melanjutkan pendidikannya, korban pun akhirnya 
mengambil paket C untuk kelulusannya. Tempat tinggal korban di daerah Jakarta 
Selatan. Korban tinggal bersama kedua orang tuanya.  
Kejadian keji tersebut pun dilakukan oleh teman korban yaitu R. Pelaku 
berusia 23 tahun, tetapi saat ini keberadaan korban tidak di ketahui keberadaannya. 
Kejadian tersebur terjadi saat korban diajak untuk jalan-jalan ke seuatu tempat, dan 
terjadilah pemerkosaan tersebut.  
2.9 Penutup 
 Berdirinya KPAI dalam hal ini adalah untuk menjaga stabilitas, dan hak-hak 
anak Indonesia. Karena KPAI berdiri akan keresahan setiap problema dan  kasus-
kasus tentang anak yang merajalela. Nama dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
dipilih berdasarkan Komnas Perlindungan Anak yang setara dengan nama Komnas 
HAM dan Komnas Perempuan, karena sama-sama di bentuk berdasarkan Undang-
undang atau keputusan presiden telah terlebih dahulu di pakai oleh LSM yang 
pembentukannya di lakukan akta notaris. 
 KPAI sendiri memiliki komisioner yang bertugas di masing-masing program 
kerjanya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat 
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut 
disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan 
ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. 
Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden 
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menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia. 
 Dalam kasus kali ini peneliti akan menganalisis dua kasus yang terjadi di 
KPAI. Profil korban pun peneliti dapatkan dari data primer dan peneliti terjun 
langsung. Dalam penelitian yang peneliti laksanakan dua kasus tersebut masuk 
kekatagori kekerasan seksual anak. Kekerasan seksual yang dilakukan saat anak 
berumur di bawah 17 tahun. Dua korban yang penulis teliti ada PT dan SZA. 
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BAB III 
PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) 
DALAM PENGAWASAN DAN PENYELENGGARAAN 
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 
 
3.1  Pengantar 
Pada Bab III ini peneliti membahas tentang pengawasan dan penyelenggaran 
perlindungan korban anak yang mengalami kekerasan seksual yang di lakukan oleh 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jika pada bab sebelumnya hanya 
dibahas mengenai program secara garis besarnya dan sejarah berdirinya KPAI serta 
mengenai kasus yang di tangani oleh KPAI. Maka pada bab ini dipaparkan 
bagaimana pelaksanaan pengawasan, faktor penyebab, serta kronologi kasus tersebut. 
Dalam bab ini juga terdapat kutipan wawancara informan sebagai penguat dan bukti 
penelitian.  
Selain itu, dalam bab ini juga memaparkan mengenai faktor penghambat dan 
pendorong serta kekeruangan yang tidak terlepas dari terlaksananya suatu 
pengawasan dan penyelenggaraan. Tak terlepas juga dari mitra-mitra KPAI dan kerja 
samanya. Para orangtua, anak menjadi sasaran KPAI menjadi sosial control dalam 
masyarakat. Sehingga pada umumnya bab ini menjelaskan mengenai pengawasan 
serta penyelenggaraan KPAI dalam kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan 
oleh KPAI.  
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3.2 Peran KPAI Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Kekerasan Seksual Anak 
3.2.1 Peran Penanganan Psikologis Pertama 
 Proses penanganan psikologis yang KPAI lakukan biasanya diawal pertama 
kali korban datang ke KPAI. Biasanya KPAI akan meminta pengadu untuk membawa 
korban. Tetapi apabila korban tidak mau datang, tidak akan ada paksaan KPAI 
kepada korban. Korban yang datang ke KPAI tidak semuanya langsung menceritakan 
biasanya butuh penyesuaian dengan kondisi di KPAI.  
 Proses penanganan psikologis di KPAI tidak sampai menyelesaikan sampai 
trauma korban pulih. Tetapi hanya sebagai bahan awal untuk KPAI melakukan proses 
penanganan dan rujukan ke berbagai mitra KPAI. Biasanya KPAI akan melakukan 
proses rujukan kepada lembaga-lembaga yang menyediakan pemulihan seperti 
P2TP2A dan sebagainya. Seperti yang penulis wawancara kepada psikologi. 
“biasanya KPAI melimpahkan psikologis anak pasca tarumatic kepada kita. Karena 
di KPAI tidak ada ruanag khusus atau ruang yang untuk menangani korban secara 
mendalam. Makanya disini kita menyediakan rumah khusus untuk pemuilhan korban. 
Bahkan pemulihan korban dilakukan denghan secara menyeluru dan atas perizinan 
korban dan orang tua”.32 
3.3.2 Peran Penyuratan ke Pihak Kepolisian 
 Proses selanjutnya yang dilakukan KPAI adalah melakukan surat menyurat 
kepada pihak kepolisian. Biasanya setelah pengadu (korban) melaporkan pengaduan 
ke KPAI, KPAI akan menanyakan apakah dari pihak keluarga sudah melapor ke 
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pihak kepolisian. Apabila sudah, maka KPAI akan memberikan surat ke pihak 
kepolisian untuk menanyakan sudah sejauh mana kasus tersebut di proses.  
 Dalam proses penyuratan pastinya tidak semudah begitu saja, ada saja yang 
menjadi hambatan yang dilakukan pihak kepolisian yang juga berdampak kepada 
KPAI. Dengan begitu proses di KPAI pun akan sedikit terhambat. KPAI biasanya 
akan selalu memantau dan mengawasi lewat pihak kepolisian dan pengadilan. 
Dengan proses surat menyurat itu pun KPAI harus dengan jenjang waktu dan tahapan 
yang dilakukan. Karena biasanya para pengadu (korban) ingin secara cepat proses itu 
dilakukan.  
 Karena hambatan dari pihak kepoliosian tersebut biasa ditimbulkan karena 
pelaporan di pihak kepolisian yang juga tidak sedikit. Sehingga pihak polisi biasanya 
akan menunggu sampai data-data dan bukti-bukti kasus tersebut lengkap. Seperti 
wawancara yang di lakukan penulis. 
“pihak kepolisian yang lama dalam hal pelaporan dan penangan. Sehingga 
berdampak juga ke KPAI. Jadi KPAI dalam melakukan meninjauan akan meilihat 
sejauh mana proses yang sudah ada di proses oleh pihak kepolisian. Karena kita juga 
harus tau penanganan dan memberikan saran hukuman kepada pihak pengadilan dan 
ke polisian dari proses kepolisian tersebut.”33 
 
3.3.3 Peran Rujukan Kepada Mitra KPAI 
 Dalam proses rujukan yang dilakukan KPAI dalam pengawasan dan 
perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah memberikan rujukan kepada 
mitra-mitra KPAI, baik rujukan secara hukum, pemulihan pasca traumatic dan 
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rujukan kepada KPAD di dareah masing-masing korban. Seperti yang terjdi dengan 
korban yang menjadi narasumber penulis dalam penelitian. 
 Korban mendapatkan rujukan kepada bantuan hukum dan psikologis korban 
kepada P2TP2A. dalam proses rujukan KPAI tetap memantau dan mengawasi 
perkembangan korban dan psikologis korban. KPAI memberikan rujukan dengan 
persetujuan korban dan orang tua. Dengan memberikan rujukan, korban juga 
mendapat hak-haknya sebagai anak, baik hak kebebasan, hak perlindungan dan hak 
keamanan.  
 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu staff di 
KPAI. 
“Rujukan  di KPAI, kami biasanya memberikan rujukan berdasarkan asas kluster 
dan kepentingan korban (penngadu). Jadi apa yang menjadi kebutuhan korban. Sama 
kaya sekarang, contohnya kekerasan seksual, ya kita memberikan kebutuhan yang 
dibutuhkan korban, seperti psikis korban, bantuan hukum dan lain-lain. Dengan 
begitu korban dapat merasakan keamanan, kenyamanan dan hak-hak nya 
terpenuhi”34 
 
 Proses rujukan dengan mitra-mitra KPAI melalui telpon dan juga melalui 
surat rujukan. Jadi korban tinggal datang ke tempat rujukan dengan membawa surat, 
karena terlebih dahulu KPAI sudah menyampaikan permohonan rujukan ke tempat 
yang di tuju.  
3.3.4 Peran Pengawasan dan perlindungan di Pengadilan dan Pasca  
Pelaporan Kasus Ke KPAI 
 
 Proses yang terakhir adalah proses Pengawasan dan perlindungan yang KPAI 
lakukan. Proses ini di lakukan saat berada di pengadilan dan pasca pelaporan. Proses 
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ini KPAI akan mengawasi saat persidangan saat berlangsung. KPAI akan mengawasi 
peradilan bahkan kalau memang memerlukan pihak KPAI akan ikut langsung datang 
ke pengadilan untuk melihat proses dan hukuman yang akan di limpahkan ke 
pelalaku. Tetapi KPAI tidak bisa menuntut apabila tuntutan jaksa dan putusan hakim 
tidak sesuai dengan keinginan pengadu. Hal ini yang biasanya menajdi kendala yang 
dialami oleh KPAI juga. Karena pengadu pasti saja merasa kurang puas, dengan 
putusan pengadilan. Sehingga mengakibatkan pengadu kesal dengan kinerja KPAI. 
Biasanya apabila hal tersebut terjadi, KPAI akan memberikan penjelasan yang dapat 
diterima oleh orang tua korban maupun korban.   
“KPAI memantau nih proses persidangan, tetapi apabila KPAI diperlukan untuk 
datang, KPAI akan datang ke persidangan untuk melihat apakah sudah berjalan 
dengan baik apa tuntutan  yang KPAI ajukan di terima oleh jaksa dan apakah sesuai 
dengan putusan hakim. Tetapi biasanya para pengadu masih merasa kukrang puas 
apabila pelajuk tidak dijereat sesuai dengan tuntutannya. Dan dalam hal ini KPAI 
pun tidak dapat menyelesaikan masalah. KPAI hanya sebagai lembaga yang  
pengawasan dan perlindungan hak-hak anak. “35 
 
 Setelah pengadilan KPAI akan melakukan pengawasan apakah setelah korban 
kasusnya selesai, tetap ditangani oleh lembaga-lembaga yang awalnya sudah bersedia 
menangani KPAI sampai proses pasca traumatic. Pengawasan dan perlindungan anak 
yang di lakukan KPAI sampai psikis korban mjulai terobati dengan psikologis 
mendalam yang di lakukan mitra lembaga lainnya, seperti P2TP2A. karena di KPAI 
hanya memberikan asissment awal psikologis, untuk yang mendalam dilakukan oleh 
P2TP2A. pengawasan dan perlindungan ini kadang dinilai kurang kongkrit oleh para 
orang tua korban melihat pengawasan yang dan perlindungan yang dilakukan KPAI. 
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Karena berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 KPAI tidak dapat 
menyelesaikan kasus, KPAI hanya sebagai pengawasan dan penyelenggara 
perlindungan anak, untuk memenuhi hak-hak anak. 
Skema  3.1 
Peran KPAI dalam Penanganannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Sumber : analisis Peneliti, 2018 
3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak. 
 Pelecehan seksual dan tindak pemerkosaan terhadap anak khususnya anak 
perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindak kekerasan seksual dan 
pelanggaran atas kesusilaan yang di kecam semua pihak. Namun ironisnya semua itu 
terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. 
Yang di maksud tentang kekerasan seksual disini adalah pemberian perhatian seksual, 
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baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap anak, di mana hal itu di luar 
keinginan anak yang bersangkutan. Sementara itu kekerasan seksual juga merupakan 
hubungan seks yang dilakukan secara paksa oleh tersangka kepada korban. Bagi 
korban tindak kekerasan seksual adalah sesungguhnya adalah sebuah penderitaan 
yang jauh lebih dahsyat dari sekedar kehilangan harta benda. Korban biasanya akan 
menderita tekanan psikologis yang tak terperikan dan pula mereka akan memperoleh 
stigma negative dari masyarakat.
36
 
 Para pelaku kekerasan seksual terhadap sering kali adalah yang dikenal dekat 
oleh korban, baik ayah kandung, kaka, adik, sepupu, teman, tetangga, guru, paman 
dan lain-lain. Dari data kasus yang penulis peroleh dari Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia adalah kasus kekerasan incest yaitu kasus yang dilakukan oleh keluarga 
sedarah ataupun orang yang tinggal serumah dengan korban. Seperti yang dikatakan 
salah satu narasumber kita Ibu Mitha. 
“paling sering sih denger kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang tua sendiri 
de, bisa karena orang tuanya yang gak harmonis atau karena faktor lain. Seharusnya 
mah orang tua menjadi pelindung buat anak bukan malah menjadi menodai anak”.37 
 
 
 Penyebab terjadinya kekerasan seksual anak yang khususnya terjadi dalam 
keluarga adalah, ketidakharmonisan rumah tangga antara kedua oranng tua korban. 
Sehingga sering kali menjadi faktor pendorong yang paling utama untuk ayah 
melampiaskan kepuasan hasratnya kepada anak perempuannya. Hal ini sangat mudah 
dilakukan oleh ayah karena ayah merupakan orang yang paling kuat dan mempunyai 
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kekuasan di dalam rumah. Sehingga anak tidak memiliki kekeuatan untuk melawan. 
Sehingga apabila anak melawan akan ditambah lagi sekaitannya.  
 Dan ada juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman, baik teman dekat 
maupun teman kenalan dari berbagai media, seperti Facebook¸Instagram, Twitter dan 
media-media sosial lainnya. setelah kekerasan seksual yang sering dilakukan oleh 
keluarga, kasus kekerasan oleh teman juga tak kalah banyaknya. seperti yang 
dikatakan oleh salah satu narasumber peneliti. 
“ya sekarang mah ka banyak kekerasan seksual yang terjadi, salah satunya karena 
pergaulan yang makin jelek saat ini. Anak-anak muda yang diculik oleh temennya 
lah, diculik sama kenalan temannya lah dan masih banyak lagi. Makanya dengan 
siapa kita bergaul juga menjadi faktor penting juga”. 38 
 
 Kekerasan seksual yang dilakukan oleh teman atau kerabat yang baru di kena 
korban tak luput dengan memberikan iming-iming pertanggung jawaban atau iming-
iming harta. Karena sebagian banyak korban yang berasal dari perkonomian yang 
rendah. Sehingga mengakibatkan korban terjerumus ke dalam rayuan-rayuan muslihat 
para pelaku.  
 Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual adalah 
sebagai berikut : 
1. Faktor kelalaian keluarga khususnya orang tua. Kelalaian orang tua yang tidak 
memperhagtikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat anak 
mencari perhatian keluar dari keluarga dan melampiaskan kasih sayangnya 
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kepada orang lain, sehingga mengakibatkan anak menjadi korban kekerasan 
seksual. 
2. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah 
memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban 
yang menjadi target pelaku. 
3. Faktor rendahnya moralitas dam mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas 
yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat 
mengontrol nafsu atau perilakunya.  
3.4 Kasus Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Prosedur Penanganannya 
3.4.1 Kasus Korban Kekerasan Seksual PT  
Korban yang melakukaan pengaduan ke Komisi Perlindungan anak Indonesia 
yang pertama adalah, PT. PT merupakan korban dari kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Ayah kandung PT berani melakukan perbuatan 
keji dan sangat senonoh kepada anaknya. PT yang saat terjadi peristiwa tersebut 
masih sangat di bangku SMP yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan 
menolak kelakukan ayahnya. Sehingga dengan polos dan merasa takut akhirnya PT 
melakukan perbuatan intim dengan ayah kandunganya.  
Peristiwa tersebut bermulai pada tahu 2011, saat PT masih di bangku SMP. 
Saat malam hari kondiri rumah PT sangat sepi dan tidak ada satu orang pun dirumah 
kecuali ayah dan dirinya. Ibu PT saat itu sedang pergi bersama kakaknya yang 
perempuan. Akhirnya tinggal lah PT dan ayahnya berdua dirumah. Saat itu kondisi 
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rumah tangga ayah dan ibu PT memang bisa di bilang sedang tidak harmonis karena 
disebabkan oleh beberapa alasan dan masalah. 
Disuatu saat PT sedang di kamarnya, ayah PT mengentuk pintu seraya berkata 
ingin masuk ke kamar untuk melihat kondisi anaknya. Karena PT merasa tidak ada 
yang mencurugakan dan apabila kita melihat memang tidak ada yang ganjal dengan 
perkataan sang ayah kepada PT, karena seorang ayah wajar bila ingin melihat kondisi 
anaknya. Akhirnya PT pun membuka pintu kamarnya dan mengizinkan ayahnya 
untuk masuk. Setelah ayahnya berada di dalam kamar PT, mulai lah ayahnya 
meminta untuk PT menerima dan memuaskan hasrat ayahnya tersebut. PT pun 
menolak permintaan ayahnya, karena disaat itu PT tidak mempunya kuasa dan tenaga 
untuk melawan akhirnya PT pun menyerah. 
Menyerahnya PT didasari oleh lemahnya fisik seorang anak kecil dan karena 
ancaman yang dilontarkan oleh sang ayah. Yang dimana ancaman yersebut adalah, 
apabila PT menolak tawaran dan keinginan sang ayah, maka sang ayah akan 
membunuh ibu dan kakaknya. Karena ancaman tersebut PT merasa takut dan 
terganggu mentalnya. Akhirnya PT pun menerima dengan segala ketakutan dan 
mental yang sangat jatuh. Akhirnya ayahnya pun melakukan perlakuan tidak senonoh 
tersebut kepada PT.  
“ayah saya mengancam agar saya tidak mengadu kepada siapa pun termasuk ibu dan 
kakak saya. Ancaman itu berupa ibu dan kakak saya akan dibunuh apabila saya 
melapor kepada mereka dan pihak berwajib”.39 
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Setelah ibu dan kakaknya pulang, PT tidak langsung mengadu perbuatan yang 
dilakukan ayahnya terhadap dia. PT pun menyembunyikannya supaya ibu dan 
kakanya tidak mengetahuinya. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian 
memalukan tersebut ayahnya pun mengulangi perbuatannya kembali lebih dari satu 
kali. Dengan kondisi yang sangat tertekan PT merasakan bahwa hidupnya sudah 
hancur dan kehormatannya sudah direngut oelh ayah kandung sendiri.  
Selang beberapa tahun kemudian saat PT sedang sakit, tepatnya pada tanggal 
18 November 2016. Saat itu kondisi PT sedang sakit dan sangat lemah tidak berdaya. 
Sang ayah pun datang menghampirinya ke kamar, sang ayah ingin melakukan 
perbutatannya lagi dan ingin agar si PT melakukan keinginan ayahnya untuk 
memuaskan hasrat ayahnya tersebut. Karena dengan kondisi PT yang sedang sakit, 
akhirnya PT pun berteriak kencang hingga ibu dan kakaknya mendengar, dan lari 
menghampiri PT di kamar. Saat itulah PT akhirnya mengadu kepada ibu dan 
kakaknya. Setelah mendengar pengakuaan PT, Ibu dan kakanya pun terkejut. 
Langsung lah Ibu PT melaporkan ke pihak yang berwajib. 
Setelah melapor kepada pihak berwajib. Di pihak berwajib disana pun 
terbongkar sifat asli ayahnya yang selama ini telah menyetubuhi anaknya sendiri. 
Bahkan ternyata yang menjadi korban bukan hanya PT tetapi juga di alami oleh 
kakak kandung perempuannya PT. Sang ayah dengan tega melakukan kepada kedua 
anak perempuannya. Disitu hati PT, kakak dan ibunya hancur berkeping-keping 
mendengar semua kejahatan-kejahatan sang ayah.  
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Akhrinya disaat usia PT genap 17 tahun dia pun mengadukannya kepada  
kepada KPAI. Sebelumnya sudah ada pertemuan keluarga untuk membahas 
permasalahan tersebut pada tanggal 28 Februari 2017. Pertemuan itupun tidak 
membuahkan hasil akhirnnya PT melaporkannya kepada KPAI. Selama proses 
pengaduan, PT menceritakan semuanya kepada pihak pengaduan KPAI, dan di 
temani oleh ibu dan kakaknya. Setelah prosos penyeledikan dan berkas sudah masuk 
ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut, tetapi tiba-tiba sang ibu dan PT mencabut 
tuntutan tersebut, dengan alasan bahwa saat PT melapor usia PT saat sudah 
menginjak umur 17 tahun, sehingga dicabutlah tuntuan tersebut. Meskupun saat 
kejadian umur PT masih dibawah 17 Tahun.   
3.4.2 Kasus Korban Kekerasan Seksual SZA 
Korban selanjutnya yang menjadi bahan peneliti dalam mengnalisis kasus 
yang kedua adalah SZA. Korban saat ini sudah berusia 17 tahun. Awal mula korban 
mengenal pelaku adalah sebagai teman, yang rumahnya tidaklah jauh dari tempat 
tinggal korban. Kejadian itu terjadi karena korban terjebak dengan tipu muslihat 
pelaku. Pelaku meyakinkan korban untuk mengikuti kemauannya melakukan 
hubungan seks tersebut.  
Awal februari 2016 tahun lalu, korban dan pelaku melakukan hubungan 
tersebut. Awalnya korban sempat menolak tetapi terus saja di paksa agar korban mau 
ikut ke Tempat Kejadian Perkara (TKP)  pemerkosaan itu terjadi. Hubungan korban 
dan pelaku awal mula dikenalkan dengan teman, yang kebetulan korban dan pelaku 
tinggal di daerah yang sama. Akhirnya pelaku memulai aksinya dengan mengajak 
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korban untuk pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Karena dengan rayuannya korban pun 
ikut dengan pelaku. Di TKP itulah pelaku mulai melakukan aksinya dengan 
memperkosa korban.  
Korban yang saat itu tidak mau untuk malkukan hubungan seks, tapi di paksa 
dan akhirnya korban tidak sanggup lagi untuk melawan dan menolak. Akhirnya 
pemerkosaan itu pun terjadi. Setelah kejadian itu korban di iming-imingi akan 
bertanggung jawab dengan menikahkannya. Tetapi selang beberapa minggu 
pelakupun kabur dan pergi tenpa jejak. 
Sejak kejadian yang memalukan tersebut, yang membuat korban merasa 
menjadi manusia paling hina karena kehormatan dirinya sudah terengut akan rayuan 
gombal laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Korban menjadi pendiam dan tidak 
mau lagi datang ke sekolah. Perubahan psikis korban itu pun menjadi tanda tanya 
besar dalam keluarga. Keluarga bertanya kepada korban tetapi korban atidak 
menjawabnya dan korban hanya diam saja seribu bahasa. Sampai korban tidak mau 
keluar rumahnya. Korban hanya diam di kamar dan murung setiap hari. Sampai pada 
akhirnya ternyata korban sedang mengandung anak dari hasil pemerkosaan tersebut. 
Karena awalnya korban tidak mau memberitahu dan menceritakan, korban hanya 
menutup-nutupi perut dan kejadian itu. Tetapi sedalam-dalamnya rahasia itu ditutup, 
perut dan perubahan fisik korban tidak dapat disembunyikan. Akhirnya orang tua 
korban pun tahu dan sangat terkejut mendengar cerita anaknya. Orang tua korban 
sangat terpukul akan kejadian yang menimpa anaknya. Setelah beberapa bulan 
trungkap kejadian itu, korban pun melahirkan anaknya. 
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Akhirnya korban pun melapor kejadian pemerkosaan itu ke KPAI saat usia 
anaknya menginjak usia 10 bulan. Karena identitas pelaku yang tidak jelas alamat 
rumah serta nomer handphone nya. Pengaduan ini sempat terhenti dan tidak berjalan 
karena kurangnya data pelaku. Tetapi itu tidak menjadi KPAI melepas begitu saja 
kasus ini.  
Permohonan psikologis untuk korban sempat dirujukan oleh KPAI untuk 
bentuk pengawasan dan tindakan lanjut KPAI kepada korban. Bentuk assessment 
psikologi berupa rujukan ke mitra KPAI baik P2TP2A disekitar daerah tinggal 
korban maupun KPAID yang bertugas di dareah tersebut.  
Tabel 3.1 
Perbandingan Kasus 
 
No Korban Pelaku Cluster Kasus Penanganan KPAI 
1 PT MT (ayah 
kandung 
Korban) 
Kekerasan seksual 
(Pemerkosaan, 
Pencabulan, dan Ancaman) 
Di proses sampai 
sekarang dengan 
memberikan 
pengawasan berupa 
pengawasan kepada 
kepolisian tempat 
korban melapor dan 
psikologis korban 
2 SZA R (teman 
kenalan 
korban) 
Kekerasan Seksual 
(Pemerkosaan dan 
ancaman) 
Lagi di keep dahulu 
karena data pelaku yang 
belum lengkap 
Sumber : Analisis peneliti, 2018 
3.5 Tugas, Relasi, dan Hambatan dan Kekerungan KPAI dalam Menangani 
Kekerasan Seksual 
3.5.1 Peranan KPAI Dalam Kasus Kekerasan Seksual  
Dari beberapa peristiwa yang ada, keberlangsungan anak sebagai generasi 
mulai terancam dengan tindangan-tindangan yang tidak manusiawi seperti maraknya 
71 
 
 
 
kasus kekeraasan seksul terhadap anak. Sebagai bagaian dari generasi penerus cita-
cita Bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi Bangsa dan 
Negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, 
maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 
kembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Hal itu bisa 
terlaksana jika beberapa upaya pencegahan (preventive) serta penanggulangan 
(solving) masalah kekerasan seksual terhadap  anak dilakukan dengan cara maksinal 
oleh Negara.   
Dari data pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang 
Data dan Informasi dan Pengaduan. Pada tanggal 12 September 2017 data pengaduan 
yang masuk ke KPAI adalah 134 kasus korban kekerasan seksual.
40
 Dengan 
banyaknya kasus tersebut, akhirnya ada beberapa alasan mengapa peran Negara 
sangatlah diperlukan dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu:  
1. Anak selalu mengalami kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik, 
dalam hal ini sering kali mendapat ancaman atau intimidasi manakala 
berhadapan dengan dunia peradilan.  
2. Biaya untuk melakukan pemulihan akibat dari kegagalan dalam memberikan 
perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan 
jika anak-anak memperoleh perlindungan. 
3. Anak berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas tindakan/perbuatan 
atau kejadian/perbuatan dari pemerintah atau kelompok lainnya. 
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 Data KPAI yang penulis dapat dari Bank Data KPAI pada tanggal 20 September 2017 
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4. Anak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobby untuk 
mempengaruhi pemerintah 
5. Banyak anak dalam situasi tertentu tidak dapat mengakses perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak anak.  
6. Anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan dalam bentuk 
apapun. 
Dari alasa itulah peran suatu Negara menjadi prioritas utama dalam 
mengendalikan kasus-kasus yang melibatkan seorang anak baik dia sebagai korban 
maupun pelaku. Negara dituntut untuk memeberikan perlindungan kepada anak untuk 
menjamin hak-hak mereka hingga dewasa.  
Kaitannya dengan perlindungan anak dengan kasus kekerasan seksual, 
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 telah mengamanatkan bahwa negara menjamin 
hak-hak anak dengan mendirikan sebuah lembaga non department dan Independet 
seperti yang tertuang dalam Bab XI UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 
anak yaitu dengan mendirikan KPAI. Peran KPAI sendiri dalam mennjalankan  tugas 
anatara lain : 
1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan perlindungan anak, pengumpulan data dan infornasi 
menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelahan, pemantauan, 
evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak. 
2. Memberikan laporan saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden 
dalam rangka perlindunga anak.  
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3. Berkerja sama kepada pihak lain dalam memberikan perlindungan secara 
nyata seperti kepada merujuk ke P2TP2A, LBH, Dinas Sosial, dan memantau 
perkembangan laporan kepada pihak kepolisian.  
Namun berdasarkan perubahan UU 23 Tahun 2002 menjadi UU No. 35 tahun 
2014 sosialisasi kepada masyarakat sudah di hapuskan dan diganti dengan 
pengawasan secara rujukan. Hal ini di dasari dengan beberapa kepentingan-
kepentingan. Akhirnya dalam mensosialisasikan diri KPAI sendiri, KPAI melakukan 
dengan mengandalkan media dan masyarakat.  
“mengacu pada perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang mecatakan adanya 
sosialisasi sekarang bahwa sosialisasi sudah di revisi di Undang-Undang yang baru 
yaitu menajdi UU No. 35 Tahun 2014 bahwa sosialisasi sudah ditiadakan”.41 
 
Antara peran KPAI dengan kasus kekerasan seksual pada anak, setelah 
diselidiki oleh penulis jauh lebih dalam bahwa KPAI mempunyai peran sangat vital 
dalam mengawas kasus-kasus kekerasan secara umum terkhusus. Hal itu bisa dilihat 
dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa upaya 
perlindungan anak gterdapat dua katagori yaitu pertama, perlindungan secara umum 
dan yang kedua perlindunan secara khusus. Korban kekerasan seksual masuk 
kedalam katagori upaya perlindungan secara khusus. Dalam memenuhi hak-hak anak, 
KPAI membentuk kelompok-kelompok kerja yang bertugas menangani pelanggaran 
hak anak di dalam masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) . pembagian kelompok-
kelompok kerja terjadi pada anak-anak. 
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 Wawancara dengan Pak F selaku Asissten ABH pada tanggal 12 Oktober 2017 
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Dalam penjelasannya, paraktek KPAI ketika laporan atau pengaduan 
langsung, KPAI langsung menanyakan kasus tersebut kepada pihak pelapor dan 
korban, dari hasil laporan itu akan diinventaris serta dimasukan di dalam data dan 
mempelajarinyam setelah itu dicarikan pemecahaan masalah, bagaimana kasus ini, 
apakah diselesaikan secara kekeluargaan atau yang lainnya.  
Alasan lain mengapa peran KPAI sangat dibutuhkan yaitu, adalah terdapat 
perlindungan khusus dalam menangani kasus yang melibatkan anak, hal itu tidak 
banyak orang yang mengetahui, seperti korban maupun pelaku (Anak ABH) ketika 
berhadapan dengan kasus kekerasan seksual harus mendapatkan hak-haknnya yaitu 
seperti, pendampingan, pengawasan, mendapat bantuan hukum, tidak mendapat 
penyiksaan oleh Negara. Untuk itu peran KPAI dalam sosialisasi, pemantauan, 
pengawasan, dan perlindungn perlindungan hak anak sangatlah diperlukan.  
3.5.2 Relasi dengan Mitra KPAI 
Hubungan yang terjalin antara KPAI dengan Pihak lainnya pun terjalin 
dengan baik. MOU kesepakatan kerja samapun berjangka mulai dari 1 tahun sampai 5 
tahun. Secara garis besar relasi itu berlangsung selama 5 tahun. Adapun table MOU 
tersebut adalah  
Table 3.2 
MOU KPAI Dengan Mitra Dari Tahun 2014-2017 
 
No Mitra Tahun Batas waktu 
1. Ada 6 Mitra 2014 4-5 Tahun 
2. Ada 5 Mitra 2015 1-5 Tahun 
3. Ada 3 Mitra 2016 5 Tahun 
4. Ada 18 Mitra 2017 5 Tahun 
    sumber : Bank Data KPAI, 2017 
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Hubungan antara KPAI dan Mitra lainnya adalah berupa kerjasama dalam hal 
rujukan dan kasus-kasus bukan hanya saja kekerasan seksual, tetapi juga dengan 
kasus yang lainnya. kerjasama yang berupa rujukan akan di rujuk KPAI ketempat 
yang dapat dirujuk sesuai kejadian yang saat ini sedang dialami. Seperti, pelaku ABH 
yang membutuhkan pengacara maka makan dirujuk ke LBH untuk mendapat bantuan 
hukum secara gratis. Karena lembaga-lembaga seperti KPAI dan semacamnya tidak 
dipungut biaya sedikitpun.  
Dalam kerjasama kekerasan seksual biasanya KPAI melakukan kordinasi 
kepada para mitra untuk saling mendukung dan melaporkan setiap kejadian, proses, 
dan penanganannya. Sehingga KPAI dapat memantau dan memberi pengawasan 
kepada para korban yang mengalami kekerasan seksual. Oleh sebab itu, KPAI tetap 
memberikan hak-hak anak dalam perlindungan.  
3.5.3 Hambatan KPAI Dalam Melaksanakan Peranannya 
Sebagai Komisi Negara, KAPI bertugas untuk memberikan perlindungan 
terhdap anak dan bersifat indepeden agar terbebas dari pengaruh atau intervensi dari 
kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan terbaik bagi anak. Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia dapat tidak seiringan dan sejalan dengan berbagai 
pilihan termasuk kebijakan eksekutif, legislative atau yudikatif dalam membela 
kepentingan dan melindungi hak-hak anak. 
Sejak didirikannya KPAI melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak pada tahun 2002 silam hingga sekarang, KPAI mengalami 
beberapa permasalahan serta hambatan yang cukup rumit. Dalam melakukan 
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dorongan kepada para pihak yang berkepentingan seperti kepada pemerintah, 
pemangku kebijakan, aparat penegak hukum, orang tua ataupun masyarakat untuk 
betul-betul memberikan dorongan, masukan, sosialisasi kepada seluruh masyarakat 
Indonesia bahwa kepentingan untuk tumbuh dan kembang anak itu tetap harus dijaga. 
Hal itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan ketika terjadi suatu peristiwa 
kekerasan seksual bagi para pihak untuk menyelesaikannya. Maka dibutuhkan peran 
KPAI dalam mengatasi dan pengawasan dalam hal tersebut. Dalam perjalanannya 
kendala dan tantangan yang dihadapi KPAI sebagai berikut : 
1. Legal Standing Penanganan Perkara KPAI 
Dari beberapa perkara yang masuk dalam KPAI, terdapat salah persepsi 
mengenai kewenangan KPAI dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak. 
Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara kepada narasumber KPAI yaitu: 
“KPAI punya wewenang dalam mengatasi dan memberikan pengawasan terhadap 
korban kekerasan seksual anak, namun karena kasus yang begitu banyak kita harus 
tau dulu tugas dan fungsinya. KPAI itu sendiri bukan menyelesaikan masalah tapi 
kita hanya mengawasi dan memberi rujukan kepada para korban untuk di bombing 
dan dilindungi hak-haknya”42 
 
Jadi terdapat salah persepsi bagi sebagian masyarakat bahwa KPAI didirikan 
untuk menyelesaikan masalah anak, tetapi hanya bersifat pencari solusi kepada pihak 
berkepentingan. Hal demikian dirasa oleh banyak orang bahwa KPAI tidak terlalu 
berperan jika hal itu hanya sebatas pencari solusi ketika terjadi kasus kekerasan 
seksual. Karena KPAI tidak mempunyai legistimasi untuk langsung bergerak dan 
mengambil tindakan terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. 
                                                          
42
 Wawancara dengan Ibu N  selaku Pengaduan KPAI  pada tanggal 5 Oktober 2017 
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2. Database Informasi KPAI  
Sangat disayangkan lembaga yang fungsi awalnya sebagai pusat informasi 
ternyata belum mempunyai database yang optimal. Seperti saat ini KPAI sudah 
menyediakan Bank Data dalam website KPAI tetapi selalu belum diperbaruhi dengan 
data yang sudah KPAI miliki. Hal ini terjadi saat peneliti datang ke pusat data KPAI 
untuk meminta data terbaru, karena di Website KPAI belum diperbaharui. Hal 
ininpun disampaikan secara langsung oleh Mas Sander selakuu orang yang berkerja 
di bagian data informasi. 
3. Anggaran dari Pemerintah Tidak Mencukupi  
Apabila ada kekerasan seksual yang diadukan di daerah yang daerahnya jauh dari 
jangkauan KPAI, KPAI ingin langsung terjun kesana karena anggaran yang tidak 
mencukupi akhirnya KPAI hanya bisa menjangkau kebeberapa daerah saja, tidak 
semua daerah dapat dijangkau oleh KPAI. 
“Anggaran dari Pemerintah tidak mencukupi untuk KPAI. Karena KPAI itu kan 
seluruh Indonesia tetapi ternyata tidak dapat terjangkau ke seluruh daerah yang ada 
di Indonesia. untuk anggara KPAI sekitar 12 atau 15 Miliyar seluruh Indonesia. 
untuk anggaran segitu masih kurang, karena harus menjangkau seluruh Indonesia. 
akhirnya kita melalui surat menyurat meskipun surat menyururat itu masih diangkap 
kurang efisien untuk beberapa kalangan masyarakat.”43 
 
4. Minimnya Pemahaman Masyarakat dan Penegak Hukum dala Kerangka 
Perlindungan Hak Anak.  
Hambatan lain yang menjadi faktor penghambat KPAI adalah minimnya 
pemahaman masyarakat, penegak hukum dan stakeholders dalam kerangka 
perlindungan hak anak ternyata memicu hambatan tersendiri. Karena dari situlah hak 
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 Wawancara dengan Ibu A selaku Pengaduan KPAI  pada tanggal 28 September 2017 
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anak dapat tercapai ketika terjadi kasus kekerasan seksual, baik masyarakat, penegak 
hukum, dinas-dinas sosial seharusnya memahami anak dalam keadilan restorative 
yaitu seperti konsep pemindanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian baik 
yang dialami korban (anak-anak) maupun pelaku (anak-anak).
44
 Pemahaman lain 
seperti yang banyak terjadi di masyarakat adalah ketika terjadi kekerasan seksual 
pada anak kemudian melibatkan keluarganya sendiri (pelaku) atau tetangganya, hak 
demikian sulit sekali untuk diungkap. Karena mereka beranggapan hal itu adalah aib 
keluarga dan hal itu merupakan sesuatu yang memalukan. 
3.5.4 Kekurangan KPAI 
Kekurangan KPAI dalam menjalankan tugasnya adalah, pertama adanya batas 
kerja yang dilakukan KPAI kepada korban, karena sesuai SOP KPAI sehingga 
membatasi ruang gerak KPAI dalam memberikan pengawasan dan perlindungan 
kepada anak korban kekerasan seksual. KPAI tidak ada paksaan apabila ada dari 
salah satu pengadu atau pelaku tidak mau untuk datang ke KPAI memberikan 
pernyataannya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak memilki rasa percaya lagi 
kepada KPAI. Dan banyak pula masyarakat yang kurang puas akan kinerja KPAI. 
Kedua, tidak adanya penyembuhan total yang dilakukan KPAPI dan tidak 
adanya rumah aman bagi para korban. Sehingga setelah pihak korban melapor ke 
KPAI, korban akan dipulangkan ke orang tua korban. Hal ini lah yang membuat 
korban dan orang tua merasa kurang diperhatikan oleh KPAI. 
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Kekurangan KPAI yang ketiga adalah, sistem pendataan dan arsip para korban yang 
melapor ke KPAI. Pendataan dan arsip korban, setalah kasus tersebut di tutup akan di 
taruh begitu saja ke gudang penyimpanan data sehingga apabila sewaktu-waktu 
diperlukan banyak dari nanggota KPAI yang susah untuk mencari arsip tersebut. 
Sehingga mengundur-undur waktu dalam pencarian arsip data tersebut. 
3.6 Penutup 
Peran serta KPAI dalam pengawasan dan penyelenggaran perlindungan anak 
sangatlah penting, karena KPAI sesuai prosedur dan tugasnya adalah menjadi 
pengawas hak-hak anak. Semakin maraknya kasus kekerasan seksual ada beberapa 
faktor yang menjadi pendorong terjadinya kekerasan seksual tersebut. Seperti, 
lemahnya dan lalainya peran orang tua dalam mengawasi anak, faktor ekonomi serta 
moralitas yang lemah dari si pelaku. Dari faktor diatas pun akhirnya muncullah 
beberapa kasus yang kekerasan yang terjadi. Seperti peneliti yang sudah sampaikan, 
kasus yang peneliti angkat dari korban PT yang menjadi korban kekerasan seksual 
oleh ayah kandung sendiri. Dan kasus yang kedua adalah kasus SZA yang menjadi 
korban pemerkosaan teman kenalannya. 
KPAI pun berperan sangat penting dalam kasus diatas. Seperti mengajukan 
rujukan kepada mitra KPAI, memberikan pengawasan korban dan kordinasi dengan 
pihak kepolisan tempat korban melakukan laporan kepada pihak yang berwajib, serta 
memberikan tindakan assesment psikologi kepada korban yang memilki trauma aas 
kejadian memalukan yang dialami korban.  
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Dalam penanganan KPAI terhadap korban, KPAI memiliki hambatan yang 
menjadi penghalang kerja KPAI. Salah satunya dengan data pelaku yang tidak 
lengkap, anggaran dana yang tidak menyeluruh, sedangkan KPAI harus memberikan 
pelayanan dan pengawasannya kepada selluruh Indonesia, serta lemah dan minimnya 
kesadaran masyarakat dan pihak berwajib atas kekerasan seksual yang ada di sekitar.  
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BAB IV 
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  KORBAN 
KEKERASAN SEKSUAL 
 
4.1 Pengantar  
Pembahasan profil korban dan latar belakang serta jerah dan tugas, tujuan 
KPAI sudah dibahas peneliti dalam bab dua. Selanjutnya mengenai peran KPAI 
untuk anak korban kekerasan seksual dan penjelaskan kasus mendalam sudah peneliti 
bahas di bab tiga. Kemudian pada bab ini akan menganalisis dari segi sosiologis 
mengenai penanganan dan sebuah analisis kontruksionisme sosial yang di lakukan 
KPAI untuk anak korban kekerasan seksual. 
Penanganan KPAI terhadap anak korban kekerasan seksual sangatlah 
berpengaruh akan psikis dan cara anak korban untuk melanjutkan hidupnya kembali. 
Berdasarkan peran-peran KPAI yang sudah peneliti buat di bab tiga memberikan 
gambaran bagaimana peranan itu diberikan KPAI. Pada sub bab pertama akan 
membahas penanganan yang diberikan KPAI dalam menjalankan tugasnya sebagai 
pengawasan dan perlindungan anak khususnya korban kekerasan seksual. Sub bab 
berikutnya membahas mengenai peran sosial yang dilakukan KPAI untuk mengawasi 
dan melindungi anak korban kekerasan seksual. Serta pada sub ketiga membahas 
mengenai analisis yang penulis buat berdasarkan kontruksionisme sosial dengan cara 
eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang dilakukan KPAI terhadap anak 
korban kekerasan seksual. 
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4.2 Peran Sosial KPAI dalam Pengawasan dan Perlindungan terhadap Korban 
Kekerasan Seksual 
 
Kekerasan seksual biasanya tidak asing lagi untuk didengar oleh telinga 
masyarakat luas. Masyarkat mengetahui tindakan kekerasan seksual berasal dari 
sebuah hubungan seksual secara paksa, sodomi, maupun pelecehan seksual yang 
dilakukan pelaku terhadap korban terlebih lagi korbannya adalah anak dibawah umur. 
Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-
anak. Bahkan pelakunya pun bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang dewasa 
mapun anak-anak teman sebaya.  
Pada umumnya, korban kekerasan adalah anak perempuan dan pelaku 
kekerasan seksual adalah laki-laki. Hal ini didasari pandangan bahwa anak laki-laki 
dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan. Sebab itu, Nur Imam Subono menilai 
bahwa kekerasan terhadap perempuan sudah membudaya dalam masyarakat dan 
diterima sebagai sesuatu yang given atau taken for granted.
45
 
Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan interaksi 
antarsesama manusia. Dalam kehidupannya manusia tidak mungkin hidup sendirian 
tanpa bantuan dan hubungan dengan manusia lain. Hal inilah yang menjadi penting 
dalam bermasyarakat. Sama hal nya dengan peran sosial yang dilakukan KPAI dalam 
mejalankan tugasnya. Peran sosial KPAI yang pertama adalah sosialisasi, dimana 
sosialisasi ini berguna untuk memberikan penjelasan serta pencerdasan kepada 
masyarakat mengenai bahaya kekerasan seskual kepada anak. Sosialisasi pastinya 
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  Nur Imam Subono, “Laki-laki: Pelaku atau Korban Kekerasan”,  Jurnal Perempuan,  2002,  ,  No. 
26, , hal. 98. 
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membutuhkan interaksi, karena apabila tidak terjadi interaksi tidak akan tercapai 
sosialisasi. Begitupun pada dasarnya interaksi yang dilakukan KPAI juga terhadap 
para stakeholders dalam masyarakat, karena element terpenting dalam memberikan 
penjelasan dan pencerdasan dan elemen inti seperti RT/RW, Tokoh agama sekitar, 
serta para orangtua.  
Sosialisasi tentang bahaya kekerasan seksual sebaiknya dilakukan oleh KPAI 
secara bertahap dan intens. Karena kekerasan seksual memberikan dampak yang 
berbahaya dan dampak yang akan mempengaruhi kehidupan generasi-generasi 
selanjutnya oleh sebab itu perlu di adakannya sosialisasi mengenai bahaya ini.. 
Karena menurut penulis kekerasan seksual dapat diartikan dalam bentuk  
pemerkosaan, pencabulan, serta pornografi. Humm mengatakan bahwa kekerasan 
terjadi pada produk masyarakat patriaki dimana kaum laki-laki mendominasi institusi 
sosial.
46
 
Peran sosial KPAI kedua adalah pendampingan bantuan hukum. 
Pendampingan hukum yang dimaksud adalah, KPAI sebagai pendamping secara tidak 
langsung sebagai perantara antara korban dan pihak kepolisian. Karena tugas 
pendamping secara langsung akan KPAI limpahkan kepada lembaga hukum yang 
berwenang yang bisa secara langsung terlibat dalam proses di kepolisian maupun 
persidangan. 
Proses penanganan  pendamping hukum yang KPAI lakukan adalah apabila 
kehadiran KPAI dibutuhkan dalam persidangan untuk melihat bagaimana proses 
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persidangan berlangsung. Apakah sudah sesuai dengan tuntutan yang KPAI 
rekomendasikan kepada pihak hakim atau tidak. Karena KPAI dapat memberikan 
rekomendasi hukuman kepada hakim untuk menjadi pertimbangan hakim dalam 
memutuskan tuntutan kepada pelaku kekerasan seksual. 
Terkadang dalam hal ini anggota KPAI diminta untuk berperan sebagai saksi 
ahli. Selain itu KPAI juga menjalin  interaksi dengan lembaga-lembaga ekternal 
lainnya seperti mitra KPAI. KPAI bertugas mencari sumber-sumber untuk melakukan 
analisis dan melakukan pematangan lebih lanjut untuk rekomendasi dan pematangan 
mendalam untuk hukuman yang akan diberikan kepada pelaku. 
Peran KPAI yang dilakukan dalam memberikan pengawasan dan 
perlindungan untuk korban PT, KPAI sudah memberikan rekomendasi tuntutan 
kepada hakim untuk proses persidangan nanti. Tetapi pihak keluarga, mengambil 
keputusan untuk menghentikan sementara kasus ini. Menurut penulis , seharusnya 
KPAI tidak lepas tanggung jawab begitu saja. KPAI bisa memberikan sanksi kepada 
pelaku, agar memberikan rasa reja kepada pelaku. Dan memberikan peringatan 
kepada pelaku-pelaku lainnya atau kepada masyrakat, bahwa hukum di Indonesia, 
dan lembaga pemerintahan dapat diandalkan khususnya kasus kekerasan seksual. 
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Skema 4.1 
Peran Sosial KPAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : analisis peneliti, 2018 
4.3 Kedudukan KPAI dalam Strtuktur Ketatanegaraan Indonesia 
KPAI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 
Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perindungan Anak. Kedudukan KPAI 
sejajar dengan komisi-komisi negara lainnya, seperti Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Kepolisian 
Nasional (KOMPOLNAS), Komisi Kejaksaan, Komisi Pesaingan Usaha (KPPU).  
KPAI merupakan salah satu dari tiga institusi nasional pengawal dan 
pengawas serta pelindung implementasi HAM di Indonesia yakni KPAI, Komnas 
HAM dan Komnas Perempuan.
47
 Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan KPAI 
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 Website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), http://www.kpai.go.id/profil/. di akses 
pada Tanggal 1 Februari 2018 Pukul 13:20 
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dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai lembaga pengawas 
pemerintah dalam hal ini adalah eksekutif sebagai pelaksana kebijakan meskipun 
tidak menutup kemungkinan  KPAI memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga 
legislatif dan eksekutif serta lembaga lain jika itu terkait dengan kepentingan anak.  
“Kedudukan KPAI sebagai lembaga negara pengawas bukan sebagai lembaga 
pelaksana teknis perlindungan anak dikarenakan sebenarnya Indoneisa sudah 
memiliki lembaga-lembaga pelaksana teknis dalam hal perlindungan anak. Untuk 
pembuat kebijakan sudah ada lembaga legislatif dan eksekutif khususnya dalam 
pembuatan Undang-undang.” 48 
 
 
Di tingkat pelaksanaan kebijakan sudah ada lembaga eksekutif melalui 
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Sedangkan apabila ada 
pelanggaran terhadap hak-hak anak sudah ada lembaga kepolisian, lembaga 
kejaksaan dan lembaga peradilan guna menangani kasus-kasus tersebut.  
Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa keberadaan KPAI 
menjadi penting karena lembaga-lembaga yang sudah ada tidak mampu menjalankan 
fungsinya sebagai pelaksanaan teknis perlindungan anak. Sehingga, atas dasar hal 
tersebut diperlukan lembaga negara baru yang bersifat independen untuk mengawasi 
lembaga-lembaga yang ada agar lebih optimal dalam menjalankan fungsinya masing-
masing khususnya pada perlindungan anak.  
4.4 Analisis Peran KPAI ditinjau dari Teori Kontruksi Sosial 
Kekerasan seksual anak yang yang dianggap tabu sekarang mulai muncul 
dalam publik, ini pun hanya mengisahkan sedikit saja dari kekerasan yang anak alami 
karena kewajiban sesama manusia agar menjaga aib keluarga sendiri. Keluarga 
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  Wawancara dengan Pak F selaku Asissten ABH pada tanggal 12 Oktober 2017 
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sebagai bagian dari struktur sosial, mempunyai konsekuensi terpengaruh oleh 
perubahan struktur sosial yang sekarang ini sudah bersifat global. 
Kasus tindak kekerasan seksual dan pelanggaran terhadap hak anak, sering 
kali memperoleh perhatian hal layak karena selain data dan laporan tentang kasus 
kekerasan seksual memang nyaris terbungkus untuk tidak di publikasikan. Adapun 
kasus ini sering kali terbunngkus rapat oleh kebiasaan masyarakkat yang meletakan 
masalah ini sebagai masalah intern keluarga sehingga nenjadi tidal layak diekspos ke 
luar dan tabu untuk diperbincangkan. Tetapi beda hal dengan kasus yang penulis 
ambil dari KPAI, yang dimana korban melaporkan tindak kekerasan seksual yang 
dialaminya kepada KPAI upaya untuk memberikan ganjaran yang serius kepada 
pelaku, meskipun pelaku tersebut merupakan orang tua korban.  
Dalam hal ini yang seharusnya orang tua menjadi tempat nyaman untuk anak 
berlindung dan mendapatkan rasa aman, tetapi tidak demikian dengan korban PT ini. 
Dia mendapat tindak tidak menyenangkan dan pemerkosaan dari ayah kandungnya. 
Seharusnya dalam hal ini, ayah dapat berperan penting bagi tumbuh kembang anak, 
baik sosial, emosional, maupun intelektualnya. Pada tumbuh anak akan tumbuh 
motivasi, kesadaran dirinya, dan identitas skill serta kekuatan dalam kemampuan-
kemampuannya sehingga memberi peluang untuk suskses belajarnya, identitas gender 
yang sehat, perkembangan moral dan nilainya sukses belajarnya dan sebagaianya. 
Inilah seharusnya yang bisa diberikan orangtua kepada anaknya bukan  malah 
merusak moral dan kehidupan anak dengan tindak memalukan tersebut.  
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Dalam setiap kehidupan, masyarakat cenderung mereproduksi dan 
menegaskan kembali adanya hak-hak perempuan yang paling nyata. Yang dipelajari 
bukan hanya dari sistem nilai yang ada, tetapi dipelajari dari praktik-praktik yang 
muncul dari kehidupan sehari-hari.  
KPAI sendiri sebagai instansi independen dalam hal perlindungan hak-hak 
anak sebaiknya menjadi tempat untuk anak merasa aman apabila menceritakan segala 
permasalahan yang menimbulkan rasa kepercayaan diri untuk memulai dan 
melupakan segala hal yang berkaitan dengan rasa malu dalam dirinya. Melalui proses 
pengawasan dan perlindungan yang diberikan KPAI, proses pengawasan dan 
perlindungan ini melalui proses secara sosiologi, Peter L Berger melakukan tindakan 
sosial melalui ilmu pengetahuan yang dalam buku aslinya berjudul “The Social 
Contruction Of Reality”. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang diungkapkan oleh 
Peter L Berger, yang dimana dalam kontruksionisme sosial pengetahuan ada beberapa 
proses didalamnya, yaitu eksternalisasi, objektivas, dan internalisasi.  
4.4.1 Peran KPAI dalam Proses Eksternalisasi   
Menurut Berger proses Eksternalisasi adalah sebuah pencurahan aktivitas 
(aktualisasi) manusia ke dalam masyarakat. Dalam  hal ini pencurahan aktivitas yang 
dilakukan korban adalah melaporkan kasus dan kejadiannya kepada KPAI dan pihak 
kepolisian sebagai tindak perlawanan dan untuk melindungi korban dari ancaman 
yang mungkin dilakukan oleh pelaku.  
Eksternalisasi pun  dilakukan KPAI sebagai bentuk pengawasan dan 
perlindungan yang KPAI berikan. Pertama, memberikan penyuluhan kepada 
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masyarakat sekitar akan bahaya kekerasan seksual, penyuluhan pun diberikan pula 
kepada orang tua dan keluarga korban, serta memberikan perlindungan kepada 
korban. Tetapi setelah penulis teliti proses dan peran ini sudah jarang dilakukan 
KPAI, karena mengingat adanya revisi undang-undang yang merubah program kerja 
KPAI yang tadinya ada sosialisasi dan penyuluhan sekarang sudah dihapuskan. Oleh 
sebab itu penyuluhan dan sosialisasi dilakukan hanya kepada pihak keluarga yang 
melapor dan kepada mitra KPAI saja. 
Kedua, dengan mengidentifikasi kasus, identifikasi kasus adalah proses 
dimana KPAI mengidentifikasi kasus apakah kasus tersebut sudah diproses sejauh  
mana oleh pihak kepolisian. Karena kekerasan seksual ini masuk ke kasus pidana 
oleh sebab itu KPAI harus mengeidentifikasi lebih lanjut mengenai kasus tersebut. 
Identifikasi kasus yang dilakukan oleh KPAI melalui proses surat menyurat kepada 
pelaku, korban maupun pihak kepolisisan. Apabila ada data atau informasi yang 
kurang lengkap yang diberikan oleh korban, maka kasus tersebut akan lama 
terselesaikan atau bisa saja di skip dahulu oleh pihak KPAI terhadap kasus ini. 
Begitupun kasus ini terjadi di oleh kasus yang sedang peneliti terliti  
Ketiga, pertolongan kasus KPAI, pertolongan kasus yang diberikan  KPAI 
adalah dengan menerima pertolongan pertama dengan pemeriksaan psikologi korban. 
Dengan memberikan penanganan psikis pertama KPAI bisa menilai apakah korban 
memiliki emosional yang berbeda atau adanya rasa stress yang dialami korban. 
Bisanya pemberian psikologis pertama ini tidak berdampak besar dengan psikis anak. 
Oleh sebab itu KPAI akan memberikan dan merekomendasikan kepada korban dan 
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orang tua untuk mendapatkan penanganan psikologis lanjutan kepada mitra KPAI 
yang memang bertugas lebih dalam. Biasanya KPAI akan memberikan pelimpahan 
psikologis kepada P2TP2A, yang memang lembaga tersebut bergerak dan bisa secara 
langsung dan mendalam untuk memberikan penanganan secara langsung.  
Keempat, pengawasan dan perlindungan. Pengawasan dan perlindungan yang 
dilakukan KPAI sangatlah menjadi tugas utamanya. Karena dengan pengawasan dan 
perlindungan ini memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban. Pengawasan dan 
perlindungan dilakukan untuk menjadi pelantara baik kepada korban dan pihak 
kepolisian, maupun kepada korban dan pihak pengadilan. Perlindungan pun diberikan 
agar korban terhindar dari ancaman pelaku. Tetapi banyak juga yang merasa kurang 
puas akan kinerja KPAI, hal ini dirasa kurang dalam dalam hal pengawasan dan 
perlindungannya. Karena KPAI tidak bisa turun langsung dan memaksa akan hasil 
dari pengadilan dan paksaan kepada pelaku. Hal ini lah yang membuat kerja KPAI 
kurang berpengaruh kepada rasa puas dari korban maupun keluarga korban. 
4.4.2 Peran KPAI dalam Objektivasi 
Objektivas adalah hasil aktivitas tersebut menjadi dunia tersendiri yang 
memaksa logika manusia untuk mengikuti keberadaannya. Pertama, pemberian rasa 
nyaman dan aman kepada korban dengan  keberadaan KPAI. Pemberian rasa aman 
dan nyaman ini adalah dengan upaya agar korban mendapatkan perlindungan dan 
pengawasann yang dilakukan KPAI. Perlindungan ini bertujuan agar korban terhindar 
dari segala ancaman dan intervensi dari pihak manapun.  
91 
 
 
 
Kedua, penilaian kepercayaan. Penilayan kepercayaan dalam hal ini adalah 
bagaimana korban dan orang tua dapat mempercayai penanganan kasus tersebut ke 
KPAI. Dalam hal ini KPAI harus memebrikan penanganan yang dapat memberikan 
rasa percaya orang tua untuk  masuk lebih dalam ke kasus yang sedang dialami 
korban. Salah satu cara KPAI dalam hal ini adalah mendatangi langsung korban atau 
membawa korban ke KPAI secara langsung. Dan pendekatan sehingga korban dan 
orangtua mau menceritakan persoalan dan kasus secara rinci ke KPAI. Setelah 
adanyanya rasa kepercayaan antara korban dan pihak KPAI, barulah saat itu KPAI 
bisa dalam untuk menganalisis dan membantu memberikan pengawasan dan 
perlindungan apa yang harus dilakukan. 
Hasil karya yang di ciptkan KPAI dalam pengawasan dan perlindungan 
terhadap anak korban kekerasan seksual adalah membuat suatu follow up 
keberlangsungan penanganan korban kedepannya.  Seperti memberikan 
penyembuhan mental lewat mitra KPAI, serta pengawasan hukum dan perlindungan 
di pengadilan.  
Tetapi ternyata setelah peneliti teliti lebih dalam, ada beberapa kasus yang 
memang tidak sampai tuntas dalam penangannya. Faktor tersebut timbul akibat data 
dan informasi yang kurang jelas yang diberikan korban atau orangtua korban ke 
KPAI. Seperti kasus dari korban SZA. Sehingga proses penangannya di stop sampai 
adanya berkas dan informasi yang jelas. Begitupun dengan beberapa faktor sehingga 
rasa kepercayaan itu masih belum muncul ke beberapa korban kepada KPAI. Setelah 
peneliti mencari informasi kebeberapa pakar, seperti pakar psikologi bahwa, banyak 
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dari kasus KPAI yang dialihkan ke lembaga-lembaga lainnya. Sehingga korban 
merasa kurang diperhatikan dan dilindungi oleh KPAI. 
4.4.3 Peran KPAI dalam Internalisasi 
Internalisasi adalah berjalan saat nilai-nilai yang telah terobjektivasi tersebut 
diserap kembali oleh manusia dan ditanamkan kepada generasi berikutnya. 
Penerimaan pendekatan pengawasan dan perlindungan yang dilakukan KPAI. Dalam 
hal ini adanya penerimaan pendekatan pengawasan dan perlindungan  yang dilakukan 
KPAI kepada korban, sehingga korban merasa bahwa dirinya ada yang menjadi 
pelindung. Tidak dapat kita pungkiri bahwa anak yang mengalami kekerasan seksual 
pasti adanya rasa was-was dan rasa cemas yang berlebihan, serta menutup diri dari 
masyarakat karena merasa ini aib yang harus disembunyikan. Penerimaan pendekatan 
inilah yang menjadi point penting dalam pengawasan dan perlindungan yang 
dilakukan KPAI. Sehingga KPAI bisa untuk masuk ke kasus ini lebih dalam lagi. 
Sehingga dengan adanya penerimaan pendekatan itu, seiring berjalannnya waktu 
korban mau keluar dari masa kelam tersebut, dan memperbaiki masa-masa yang 
terkewatkan dengan lembaran baru. 
Dengan kasus yang peneliti teliti kepada korban PT dan SZA, KPAI mencoba 
untuk mengajak korban datang ke KPAI dan memberikan rasa nyaman serta aman 
kepada korban dengan tidak menanyakan secara mendalam agar korban tidak merasa 
gelisah, stress atau depresi. Karena menurut KPAI hal semacam itu sudah terjadi di 
kepolisian, oleh sebab itu KPAI tidak memberikan beban dengan bertanya-tanya lebih 
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dalam kepada korban. KPAI hanya menunggu Koran siap dan mau diwawancara 
lebih dalam 
Skema 4.2 
Pemikiran Kontruksi Sosial Berger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : analisis peneliti, 2018 
Pada bagan 4.1 di atas terlihat adanya tiga pemikiran Berger mengenai 
Kontruksionisme Sosial. Dimana didalamnya ada Eksternalisasi, Objektivasi, dan 
Internalisasi. Dapat penulis simpulkan bahwa ekternalisasi yang terjadi adalah proses 
pengeluaran yang berupa ide-ide atau gagasan dan pemecahan sesuatu yang nantinya 
akan di sosialisasikan kepada objek yang bersangkutan. Ekternalisasi atau biasa 
disebut sebagai pengaktualisasikan pencuruhan diri manusia secara terus menurus ke 
dalam kehidupannya baik secara fisik maupun mental.  
Eksternalisasi 
 penyuluhan 
 mengidentifikasi kasus 
 pertolongan kasus 
 pengawasan dan perlindungan 
 p 
Objektivasi 
 pemberian rasa nyaman dan aman kepada korban 
dengan  keberadaan KPAI 
 penilaian kepercayaan 
 follow up keberlangsungan penanganan korban 
kedepannya.  Seperti memberikan penyembuhan 
mental lewat mitra KPAI, serta pengawasan 
hukum dan perlindungan di pengadilan.  
  
Internalisasi 
 Penerimaan pendekatan pengawasan dan 
perlindungan yang dilakukan KPAI 
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Tahap selanjutnya adalah objektivasi merupakan proses melakukan 
rasionalisasi atas tindakan eksternalisasi yang kata lain dapat diartikan 
pengaktualisasi tindakan dari ide-ide yang sudah dituangkan. Tahap ini menjadi 
penting dikarenakan objek selanjutkan akan mengkritisi segala ekternalisasi yang 
dilakukan oleh individu. Dengan adanya objektivasi memudahkan jalan untuk lanjut 
ke proses selanjutnya yaitu Internalisasi. 
Internalisasi adalah suatu proses dimana yang berkaitan dengan kontruksi 
sosial. Menurut Berger, pada dasarnya realitas terbentuk secara sosial.
49
 Proses 
internalisasi inilah proses yang dialami manusia untuk mengambil alih dunia yang 
sedang dihuni bersamanya. Internalisasi adalah proses penerimaan eksternalisasi dan 
aktualisasi objektivasi yang disampaikan orang lain. Oleh sebab itu dengan adanya 
pemikiran ini, turut mengkontruksi definisi bersama nantinya yang akan 
disosialisasikan kembali.  
4.5 Penutup 
Peran serta KPAI dalam pengawasan dan perlindungan anak korban kekerasan 
seksual tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Peran sosial dalam pengawasan 
dan perlindungan anak pun menjadi tolak ukur keberhasilan, bagaimana proses ini 
dapat diterima dan masyarakat tau akan bahawa kekerasan seksual berdasarkan peran 
sosialisasi. Begitupun dengan pendamping hukum, peran KPAI dalam pendamping 
hukum terlihat jelas bagaimana KPAI memberikan pendampingan. Tetapi 
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 Peter L Berger, Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial. Terjemahan Hartano. (Jakarta: LP3ES, 
1991). hlm. 5 
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pendampingan tersebut tidaklah secara langsung, melainkan hanya memberikan 
perlindungan korban saat sedang persidangan dan pengawasan kasus korban kepada 
pihak kepolisian. Pendamping hukum KPAI juga tidak secara langsung terlibat, 
melainkan dengan memberikan surat pengantar kepada mitra KPAI yang memang 
mempunya legalitas dan pendamping secara langsung dibadan hukum, seperti LBH 
atau lembaga-lembaga lainnya.  
Pemikiran Berger mengenai kontruksionisme sosial pun memiliki tiga 
pemikkiran. Pertama, ekternalisasi bagaimana KPAI dapat masuk dan memberikan 
ide-ide serta gagasannya untuk pengasawasan dan perlindungan dengan cara 
penyuluhan. mengidentifikasi kasus, pertolongan kasus, serta pengawasan dan 
perlindungan. Kedua, objektivasi yaitu proses rasionalisasi yang dilakukan KPAI 
kepada korban atau objek dalam hal ini. Sehingga munculah adanya pemberian rasa 
nyaman dan aman kepada korban dengan  keberadaan KPAI, dan penilaian 
kepercayaan. Lalu yang ketiga, adalah internalisasi. Internalisasi merupakan saat  
nilai-nilai yang telah terobjektivasi tersebut diserap kembali oleh korban dan 
ditanamkan kepada generasi berikutnya. Terbukti dengan adanya penerimaan 
pendekatan pengawasan dan perlindungan kepada korban yang dilakukan KPAI.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan  
Dari beberapa faktor yang terjadi mengenai maraknya kekerasan seksual anak, 
peran serta KPAI dalam pengawasan dan penyelenggaran perlindungan anak 
sangatlah penting, karena KPAI sesuai SOP dan tugasnya adalah sebagai pemenuhan 
hak-hak anak serta memberikan pengawasan perlindungan untuk anak agar 
mendapatkan rasa aman dan nyaman. Faktor terjadinya kekerasan seksual terdapat 
beberapa faktor. Seperti, lemahnya dan lalainya peran orang tua dalam mengawasi 
anak, faktor ekonomi serta moralitas yang lemah dari si pelaku. Tetapi mengingat 
pentingnya peran KPAI dalam memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap 
anak tidaklah besar pengaruhnya, karena ternyata masih banyak kekerasan seksual 
yang terjadi di Indonesia. karena beberapa faktor yang salah satunya adalah 
berkurangnya program kerja KPAI yaitu sosialisasi.  
Dalam kerja KPAI, KPAI berperan memberikan rujukan kepada mitra KPAI 
apabila ada korban yang membutuhkan penanganan dan perlindungan hukum secara 
mendalam.karena KPAI tidak dapat terjun secara langsung tidak ada paksaan yang 
menngikat kepada pelaku dan korban yang melapor ke KPAI. 
Dalam penanganan KPAI terhadap korban, KPAI memiliki hambatan yang 
menjadi penghalang kerja KPAI. Salah satunya dengan data pelaku yang tidak 
lengkap, anggaran dana yang tidak menyeluruh, sedangkan KPAI harus memberikan 
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pelayanan dan pengawasannya kepada selluruh Indonesia, serta lemah dan minimnya 
kesadaran masyarakat dan pihak berwajib atas kekerasan seksual yang ada di sekitar. 
Peran serta KPAI dalam pengawasan dan perlindungan anak korban kekerasan 
seksual tidak terlepas dari kerja sama masyarakat. Peran sosial dalam pengawasan 
dan perlindungan anak pun menjadi tolak ukur keberhasilan, bagaimana proses ini 
dapat diterima dan masyarakat tahu akan bahawa kekerasan seksual berdasarkan 
peran sosialisasi. Tetapi dengan dipangkasnya kerja KPAI dengan tidak adanya 
sosialisasi ini memberikan dampai yang sang berpengaruh dalam masyarakat, banyak 
masyarakat yang berannggapan bahwa KPAI tidak menjalankan tugas dengan baik 
mengingat peran sosialisasi ini dihilangkan. Begitupun dengan pendamping hukum, 
peran KPAI dalam pendamping hukum terlihat jelas bagaimana KPAI memberikan 
pendampingan. Tetapio pendampingan ini tidak secara langsung KPAI tangani. KPAI 
memberikan pendampingan berupa semangat moral dan kepercatyaan diri korban. 
Sehingga korban merasa diawasi dan dilindungi dari ancaman serta intervensi pelaku 
maupun orang lain.  
Dengan permasalahan yang sudah penulis buat, dapat disimpulkan bahwa 
KPAI dalam peranan KPAI, masih kurang dalam hal fungsi kerjanya. Karena masih 
ada tumpang tindih kerja. Ruang gerak KPAI belum signifikan dengan visi dan misi 
KPAI. Dan tidak mempunyai kekuasan mengikat kepada pelaku kekerasan seksual.  
Dalam pemikiran Berger mengenai kontruksionisme sosial pun memiliki tiga 
pemikiran. Ekternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan adanya tiga pemikiran 
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ini kita dapat melihat bagaimana peranan KPAI dalam memberikan pengawasan dan 
perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. 
Dalam proses ekternalisasi, objektivasi dan internalisasi yang dilakukan KPAI 
sudah berjalan meskipun ada saja kekurangan dalam menjalankan tiga unsur 
konstruksionisme sosial tersebut. Contohnya dalam kasus yang terjadi oleh SZA, 
dimana kasus tersebut terhenti begitu saja tanpa adanya follow up yang dilakukan 
KPAI. Hal ini seperti KPAI lepas tannggung jawab begitu saja dengan korban yang 
bersangkutan.  
5.2 Saran  
Saran yang peneliti berikan kepada pihak KPAI adalah seharusnya KPAI 
mengoptimalkan kembali peran KPAI dalam hal sosialisasi. Karena sosialisasi sangat 
berpengaruh terhadap masyarakat terutama para orang tua, stakeholders, dan struktur 
tatanan masyarakat. Pembenahan pendataan sebaiknya dirapikan, agar mudah untuk 
nantinya melihat kasus-kasus yang sudah ditangani. Adanya penjagaan dan 
pengevaluasian secara berskala terhadap korban, agar korban merasa adanya 
penjagaan secara fisik dan mental meskipun kasus tersebut sudah selesai di meja 
persidangan. Upaya penyelenggaraan anak telah dilakukan oleh pemerintah dengan 
didirikannya KPAI,  maka sudah seharusnya melaksanakan kinerjanya benar-benar 
secara efektif dan rpofesional sehingga pengawasan dan perlindungan anak dapat 
ditegakkan dan hak-hak anak dapat terpenuhi.  
Sedangkan saran yang peneliti berikan untuk  masyarakat adalah diharapkan 
masyarakat, terutama para orangtua dapat mengetahui hak-hak anak yang harus 
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dilindungi dan diberikan dengan bijak. Dan berkerja sama agar untuk melaporkan 
segala tindak kekerasan sehingga penyelenggaran perlindungan anak dapat terlaksana 
semaksimal mungkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
  DAFTAR PUSTAKA 
Buku 
Ahsinin, Adzkar. Dkk. 2014. Buku Saku: Mencegah dan Menangani Kekerasan
 Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan. PKWJ UI
 Magenta LR&A 
Anonim. 2006. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Negara Independen
 Untuk Perlindungan Anak. Jakarta. KPAI 
Anonim. 2002. Undang-undang Perlindungan Anak. Jakarta: KPAI 
Anonim. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2011-2017. Kasus Pengaduan
 Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak. KPAI 
Anonim. Komisi Perlindungan Anak Indonesia . 2014. Standar Operasional 
 Prosedur. KPAI 
Anonim. 2016. Hentikan Kekerasan Seksual Pada Anak. Jakarta. P2TP2A 
Arivia, Gadis. 2006. Feminisme: Sebuah Kata Hati. Jakarta: Kompas Gramedia 
Baihaqi, MIF. 1999. Anak Indonesia Teraniaya. Remaja Rosdakarya Offset - 
 Bandung 
Barker, Robert L. 1978. The Social Work Dictionary, National Association Of
 Social Works. Marlyand:Silver Spring. 
Berger, Peter L dan Thomas Lukcman. 2013. Tafsir Sosial Atas Kenyataan
 Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta. LP3ES 
101 
 
 
 
Berger, Peter L. 1991. Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial. Terjemahan:
 Hartono. Jakarta: LP3ES. 
Creswell, W. John. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka
 Pelajar 
Hawari , Dadang. 2013. Kekerasan Seksual Pada Anak. Universitas Indonesia (UI-
 Press) 
Huda, Ni’matul. 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi.
 Yogyakarta: UII Press. 
Indrayana, Denny. 2008. Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum
 Ketatanegaraan. Jakarta: Kompas. 
Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Terj. Robert M Z
 Lawang. Jakarta. Gramedia 
Rahmat, Jalaludin. 1999. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung. Remaja
 Rosdakarya.  
Suyanto, Bagong. 2003. Masalah Sosial Anak. Jakarta. Kencana Prenada Group. 
Syafiie, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta. PT Rineka Cipta 
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta. Lembaga Penerbit  Fakultas
 Ekonomi. 
Syarifudin, Asep. 2011. Buku Panduan Penanganan Kekerasan Terhadap
 Perempuan dan Anak. Jakarta. P2TP2A. 
Soekanto, Soerjono. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajagrafindo 
102 
 
 
 
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas
 Ekonomi. 
Winarta, Frans Hendra. 2009. Pro Bono Publico. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 
 
JURNAL, SKRIPSI, TESIS 
Aditya, Baby Jim. 2016. Tindakan Dan Upaya Pencegahan Dan Pemulihan
 Kekerasan Seksual. Jurnal Perempuan. Vol 21, No. 2. Mei, hlm. 61-62 
Agung Priharyanto, Saptadi. 2011. Peran Aparat Penegak Hukum dan Pendamping 
 Korban dalam Penanganan KDRT (Studi Kasus LBH Jakarta, P2TP2A 
 Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri). Universitas Indonesia 
Agustiana, Astri. 2016. Kajian Tentang Upaya Pusat Pelayanan Terpadu
 Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam
 Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan. Jurnal Nasional. 
Aryani, Nyoman Mas. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
 Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali. Vol. 38, No 1. Januari-April.
 Kertha Patrika.  
Satwika, Ehsa Satya. 2013. Peran KPAI Dalam Mewujudkan Keadilan, Restoratif
 Sebagai Usaha Penegak Hukum Terhadap Anak Nakal/Berkonflik Dengan
 Hukum. Ketahanan Nasional. Universitas Indonesia. 
Subono, Nur Imam. 2002. Laki-Laki: Pelaku atau Korban Kekerasan . Jurnal
 Perempuan.  No. 26. hlm. 98 
103 
 
 
 
Utomo, Prasetijo. 2004. Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual di Polres
 Metro Jakarta Selatan. Universitas Indonesia 
 
SUMBER LAIN  
Setyawan, David. 2014. Incest Terhadap Anak: Banyak Terjadi, Sedikit
 Terungkap.http://www.kpai.go.id/artikel/incest-terhadap-anak-banyak-terjadi
 sedikitterungkap/, di akses pada Tanggal 17 April 2017,  Pukul 14.00 WIB 
Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
 www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodati
 -anak... di akses pada Tanggal 29 Januari 2018, Pukul 08:30 WIB 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak (KPAI)
 http://www.kpai.go.id/profil/ di akses pada Tanggal 23 Oktober 2017, pukul
 11:25 WIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
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Pedoman Wawancara 
 
I. Pedoman Wawancara untuk Staff KPAI  
1. Bagaimana cara KPAI dalam memperkenalkan dirinya kepada masyarakat? 
2. Apa perbedaan lembaga KPAI dengan dengan P2TP2A serta Komisi 
Perlindungan Anak? 
3. Bagaimana peran KPAI dalam membantu menyelesaikan kasus kekerasan 
seksual? 
4. Bagaimana prosedur KPAI dalam menangani kasus korban kekerasan 
seksual? 
5. Apa yang menyebabkan maraknya kekerasan seksual terhadap anak ? 
6. Bagaimana bentuk penanganan yang telah dilakukan KPAI dalam 
menyelesaikan kasus kekerasan seksual ? 
7. Bagaimana proses penanganan KPAI kepada korban saat pertama kali datang 
ke KPAI hingga selesai? 
8. Apakah ada fasilitas khusus untuk anak korban kekerasan seksual? 
9. Apa saja hambatan yang dihadapi KPAI terhadap kasus kekerasan seksual ? 
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10. Apakah dalam menjalankan tugasnya KPAI berkerjasama dengan pihak-pihak 
lain? 
11. Bagaimana bentuk kerjasama antara KPAI dengan pihak-pihak tersebut? 
12. Apa yang menjadi prinsip dasar KPAI dalam dalam memberikan pengawasan 
serta perlindungan anak korban kekerasan seksual? 
II. Pedoman Wawancara untuk Korban Kekerasan Seksual 
1. Bagaimana perasaan anda setelah terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut? 
2. Dari mana anda tau KPAI? 
3. Sudah sejauh mana kasus anda di proses? 
4. Bagaimana penanganan yang diberikan KPAI? 
5. Apakah anda puas dengan penanganan yang diberikan KPAI? 
III. Pedoman Wawancara Staff Registrasi  
1. Apa tugas anda di KPAI? 
2. Bagaimana prosedur awal pelaporan di KPAI? 
3. Apakah persyaratan yang harus di lengkapi? 
4. Apakah ada urutan penanganan awal pengaduan? 
5. Apakah ada kendala saat pengaduan awal resgistrasi? 
IV. Pedoman Wawancara dengan masyarakat 
1. Siapa nama anda? 
2. Apa yang anda tau tentang kekerasan seksual? 
3. Bagaimana fenomena yang saat ini sedang terjadi tentang kids jaman now? 
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4. Apakah anda tau tentang KPAI? 
5. Kalau iya, apakah anda tau tugas-tugas KPAI? 
V. Pedoman Wawancara dengan Psikolog 
1. Bagaimana peranan psikis anak setelah mengalami kekerasan seksual? 
2. Bagaimana anda melihat KPAI dalam hal penanganan ? 
3. Apakah di lembaga ini menangani pasca traumatic?  
VI.  Pedoman Wawancara dengan Pakar Hukum 
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai kekerasan seksual yang marak terjadi? 
2. Bagaimana menurut persfektif hukum mengenai kasus kekerasan seksual? 
3. Hukuman apa yang seharusnya di berikan kepada para pelaku? 
4. Bagaimana mengenai hukum kebiri untuk pelaku? 
5. Hukum apa yang sudah berlaku saat ini? Apakah sudah relevan ? 
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai KPAI? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan: 
Bapak F saat ini menjabat sebagai asissten bidang Anak Berhadapan dengan Hukum. 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana cara KPAI dalam 
memperkenalkan dirinya kepada 
masyarakat? 
KPAI membuka layanan pengaduan 
kepada masyarakat baik via surat, online 
jadi masyrakiat bisa melihat KPAI, juga 
lewat media lewat KPAI melakukan 
pengawasan saat media meliput. Lewat 
website, narasumber acara-acara public. 
Padahal lewat UU 35 tahun 2014 sudah 
hilang kerja sosialisasinya. 
2 Apa perbedaan lembaga KPAI 
dengan dengan P2TP2A serta 
Komisi Perlindungan Anak? 
KPAI  dibentuk berdasarkan UU. KPAI 
semua dana oprasional dibayar oleh 
APBN, sedangkan yang lain tidak. KPAI 
lembaga Negara, sedangkan yang lain 
dibentuk berdasarkan daerah masinng-
masing. 
3 Bagaimana peran KPAI dalam 
membantu menyelesaikan kasus 
KPAI tidak menyelesaikan kasus 
berdasarkan pasal 76. Tetpai ada fungsi 
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kekerasan seksual? yang baru adalah mediasi kasus, tetapi 
mediasi tidak bisa di kasus pidana hanya 
bisa di kasus perdata. KPAI biasanya ada 
rujukan kasus untuk pemulihan secara 
psikologis lanjutan. Untuk pelaku KPAI 
akan memberikan rekomendasi untuk 
aparat hukum agar pelaku dihukum 
maksimal berdasarkan UU pasal 35 tahun 
2014. KPAI membangun reklasistem 
dengan lembaga-lembaga lain. KPAI 
hanya menerima pengaduan tetapi tidak 
melakaukan penyekedsaian kasus.  
4 Bagaimana prosedur KPAI dalam 
menangani kasus korban 
kekerasan seksual? 
Saat pengadu melapor untuk mengisi 
formulir dan meminta tanda bukti laporan 
dari pihak kepolisian, setelah itu 
dilakukan baru dilakukan pengaduan.  
5 Apa yang menyebabkan maraknya 
kekerasan seksual terhadap anak ? 
Pencabulan, persetubuhan dan biasanya 
pelakuknya yang dikenal oleh korban. 
6 Bagaimana bentuk penanganan 
yang telah dilakukan KPAI dalam 
menyelesaikan kasus kekerasan 
Pemulihan terhadap korban untuk dirujuk, 
atau dirujuk lembaga-lembaga psikologis, 
peninjauan ke kepolisian untuk hukuman 
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seksual ? yang serius.  
7 Bagaimana proses penanganan 
KPAI kepada korban saat pertama 
kali datang ke KPAI hingga 
selesai? 
Pengawasan apakah korban sudah pulih. 
Lalu kita memberikan pengawasan ke 
pihak polisan apakah kasus ini ada 
kendala kenapa lama untuk ditangani. 
8 Apakah ada fasilitas khusus untuk 
anak korban kekerasan seksual? 
Tidak ada.  
9 Apa saja hambatan yang dihadapi 
KPAI terhadap kasus kekerasan 
seksual ? 
Korban pencabulan, biasanya kasus ini 
tidak ada visum karena dari pihak 
kepolisian agak susah, karena buktinya 
lemah.  
10 Apakah dalam menjalankan 
tugasnya KPAI berkerjasama 
dengan pihak-pihak lain? 
KPAI bermitra dengan lembaga-lembaga 
yang sudah berkerja sama dengan KPAI. 
11 Bagaimana bentuk kerjasama 
antara KPAI dengan pihak-pihak 
tersebut? 
Rujuk, korban diarahkan, rujuk LPSK 
untuk dipersidangan, KPAI memonitoring 
pas di persidangan. 
12 Apa yang menjadi prinsip dasar 
KPAI dalam dalam memberikan 
Prinsip kepentingan yang terbaik untuk 
anak, merujuk untuk menghilangakn 
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pengawasan serta perlindungan 
anak korban kekerasan seksual? 
trauma, agar tidak membekas saat dewasa 
nanti. Menciptakan moral dalam keluarga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 
 
 
 
 
TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan: Ibu A adalah salah satu staff pengaduan di KPAI 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana cara KPAI dalam 
memperkenalkan dirinya kepada 
masyarakat? 
KPAI lembaga yang melakukan 
pengawasan, menerima pengaduan, dan 
melakukan mediasi. Semua masih rancu 
dengan KPAI dan lembaga lainnya. 
Sosialisasi untuk KPAI sudah tidak ada, 
dan di llihkan ke KPPA. Biasanya media 
meliput, dan KPAI biasanyma diliput 
dengan kasus-kasus yang fenomenal.  
2 Apa perbedaan lembaga KPAI 
dengan dengan P2TP2A serta 
Komisi Perlindungan Anak? 
KPAI lembaga negara, P2TP2A dibentuk 
oleh lembaga dan sudah menjadi UPT dan 
masuk ke PEMDA DKI.  
P2TP2A bisa mendampingi, mendampingi 
pemeriksaan di pengadilan dan kepolisian, 
dan hasil dari psikologisnya bisa di kasih 
sebagai pertimbangan ke hakim.  
KPAI tidak bisa memberikan 
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pendampingan. KPAI memberikan 
pengawasan apakah sudah berjalan kah 
pengawasan dari pemerintah, keluarga dll 
3 Bagaimana peran KPAI dalam 
membantu menyelesaikan kasus 
kekerasan seksual? 
Melihat kasus kalau pelakunya orang 
dewasa tidak ada difersi, tetapi untuk 
pelaku anak dibawah umur 17 tahun bisa 
melakukan difersi (diselesaikan 
berdasarkan kekeluargaan, tetapi 
dihadrikan kepolisian, adat setempat, 
keluarga dll). Biasanya walaupun ada 
paling direhabilitas. Penyelesaian melalau 
ranah pidana, ada rujukan pendampingan. 
4 Bagaimana prosedur KPAI dalam 
menangani kasus korban 
kekerasan seksual? 
Mengisi formulir, diarahkan ke 
pengaduan, dicari tahu penyebab, 
pelaporan polisi, tindak lanjut ke polisi, 
apabila belum melapor akan di suruh 
untuk melapor terlebih dahulu. Agar 
mudah untuk selanjutnya.  
5 Apa yang menyebabkan maraknya 
kekerasan seksual terhadap anak ? 
Sering terjadi lewat medsos, salah satunya 
facebook. Karena orang tuanya sibuk 
berkerja, anak yang lebih nyaman karena 
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HP, kebersamaan dirumah kurang,  
6 Apakah ada fasilitas khusus untuk 
anak korban kekerasan seksual? 
Tidak ada 
7 Apa saja hambatan yang dihadapi 
KPAI terhadap kasus kekerasan 
seksual ? 
Hambatannya mengenai anggaran. KPAI 
tidak bisa turun untuk ke pelosok karena 
anggaran yang terbatas. Tetapi sejauh ini 
tidak masalah kerena KPAI masih 
melakukan surat menyurat. KPAI kurang 
lebih mendapat dana kurang lebih 12-15 
Miliyar.  
8 Apakah dalam menjalankan 
tugasnya KPAI berkerjasama 
dengan pihak-pihak lain? 
Membuat MOU, pertemuan rapat besar 
9 Apa yang menjadi prinsip dasar 
KPAI dalam dalam memberikan 
pengawasan serta perlindungan 
anak korban kekerasan seksual? 
KHA (Konfrensi Hak Anak), hak untuk 
pendidikan dan penenuhan hak-hak anak. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan: 
Ibu N salah satu staa Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana cara KPAI dalam 
memperkenalkan dirinya kepada 
masyarakat? 
Melalui media 
2 Apa perbedaan lembaga KPAI 
dengan dengan P2TP2A serta 
Komisi Perlindungan Anak? 
P2TP2A secara layanan (teknis) dan 
seperti pendampingan. Sedangkan KPAI 
adalah pengwasan dan penyelenggaraan 
perlindungan hak-hak anak 
3 Bagaimana peran KPAI dalam 
membantu menyelesaikan kasus 
kekerasan seksual? 
KPAI biasanya bersyurat dengan pihak 
berwajib dengan surat menyurat serta 
pengawasan 
4 Apa yang menyebabkan maraknya 
kekerasan seksual terhadap anak ? 
Biasanya lewat media dan video porno 
5 Bagaimana bentuk penanganan 
yang telah dilakukan KPAI dalam 
Menerima pengaduan, KPAI lebih 
mendukung prosedur hukum 
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menyelesaikan kasus kekerasan 
seksual ? 
 
6 Apa permasalahan anak yang 
dihadapi saat dilakukan 
pwngasawan oleh KPAI? 
Biasaya tersedat dipihak kepolisian karena 
biasanya kurang bikti dan saksi 
7 Apakah ada fasilitas khusus untuk 
anak korban kekerasan seksual? 
Tidak ada fasilitas khusus 
8 Apa saja hambatan yang dihadapi 
KPAI terhadap kasus kekerasan 
seksual ? 
Ada dipihak kepolisan yang lama 
9 Apakah dalam menjalankan 
tugasnya KPAI berkerjasama 
dengan pihak-pihak lain? 
LBH, Dinas Sosial, P2TP2A  
10 Bagaimana bentuk kerjasama 
antara KPAI dengan pihak-pihak 
tersebut? 
Bisa melakukan koordinasi dalam 
penanganan korban 
11 Apa yang menjadi prinsip dasar 
KPAI dalam dalam memberikan 
pengawasan serta perlindungan 
KHA  
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anak korban kekerasan seksual? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan 
Korban Kekerasan  Seksual yang bernama PT siswi SMA 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana perasaan anda setelah 
terjadi hal yang tidak diinginkan 
tersebut? 
Saat kejadian itu terjadi saya merasa 
bahwa hidup saya sudah hancur, memang 
sebelumnya saya anak yang periang tetapi 
setelah kejadian itu saya merasa deg-
degan, panic dan takut. 
2 Dari mana anda tau KPAI? Dari media sosial dan mama 
3 Sudah sejauh mana kasus anda di 
proses? 
Sudah diproses di kepolisian dan sudah 
mendapat penanganan untuk pengawasan. 
4 Bagaimana penanganan yang 
diberikan KPAI? 
Saya di rujuk dan di beri tahu serta di 
proses di kepolisian agar kasus ini selesai, 
tetapi jauh ini belum ada tindak lebih 
lanjut lagi, karena mama tiba-tiba mau 
kasus ini di tutup. 
5 Apakah anda puas dengan 
penanganan yang diberikan KPAI? 
Sedikit puas, karena KPAI tidak ada 
pendampingan saat saya di tangani di 
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 kasus kepolisian 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan:  
Mba D selaku staff registrasi 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Apa tugas anda di KPAI? .saya bertugas untuk megarahkan pengadu 
dalam proses pengaduan, seperti mengisi 
formulir, menerima tamu yang datang 
untuk pengaduan langsuing dan surat juga. 
2 Bagaimana prosedur awal 
pelaporan di KPAI? 
Datang isi buku tamu, menanyakan kasus, 
probing anak usia, setelah di oleh 
informasi, baru isi formulir, meminta 
berkas-berkas lain, setelah itu dimasukan 
ke sistem pengaduan, memberi nomer 
pengaduan, dan di berikan urutan setelah 
itu dimasukan ke pengaduan 
3 Apakah persyaratan yang harus di 
lengkapi? 
Berkas-berkas, bukti, dan identitas 
4 Apakah ada urutan penanganan 
awal pengaduan? 
Ada, biasanya bergilir setiap tim 
pengaduan da nada nomer pengaduan 
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5 Apakah ada kendala saat 
pengaduan awal resgistrasi? 
Kadang agak kecewa karena tidak bisa di 
tangani dan di proses, tetapi kalau untuk 
kunsultasi bisa. Biasanya kasus ini 
pengadu tidak bawa berkas, dan tidak 
mempunbya bukti dan data. Biasanya suka 
ada yang emosian.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan: 
Ibu N salah satu psikologi anak 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Bagaimana psikis anak setelah 
mengalami kekerasan seksual? 
Biasanya anak akan mudah sedih, 
merenung dan tidak mau bergaul sama 
teman. Karena mereka merasa ada yang 
sudah hilang dalam dirinya. biasanya 
tanda-tannda ini di kenali dengan sikap 
dan prilaku si anak.  
2 Bagaimana anda melihat KPAI 
dalam hal penanganan ? 
KPAI malah biasanya memberikan atau 
merujuk korban ke P2TP2A dalam 
penangannya, karena memang disna tidak 
ada prosedur untuk menangani si anak, 
oleh sebab itu KPAIN melimpahkan 
penanganan psikilogisnya ke lembaga 
yang mempunya penanganan psikologis 
klinis.  
3 Apakah di lembaga ini menangani 
pasca traumatic?  
Melakukan pemullihan, dan biasanya kita 
lakukan traumanya itu setelah selesai 
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persidangan. Kita ada yang namanya play 
therapy dimana korban akan di ditangani 
dengan pemulihan berbasis bermain. Agar 
anak bisa melupakan sedikit traumanya.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan: 
Ibu M salah satu ibu rumah tangga yang mempunyai anak kecil 
No Pertanyaan  Jawaban 
1 Siapa nama anda? Nama saya M 
2 Apa yang anda tau tentang 
kekerasan seksual? 
Kekerasan seksual saat ini sudah meraja 
lela ya, maaknya saya suka takut kalau 
hal tersebut terjadi, biasanya sih kenapa 
hal itu terjadi karena pengawasan orang 
tua yang kurang, lalai dalam 
penjagaannya, dan pergaulan. 
3 Bagaimana fenomena yang saat ini 
sedang terjadi tentang kids jaman 
now? 
Anak kecil jaman sekarang udah banyak 
yang ngerti tentang gadget, makanya 
banyak yang udah melihat dan menonton 
yang seharusnya yang di tonton 
4 Apakah anda tau tentang KPAI? Tau, tapi gak tau banyak ngapain aja 
KPAI 
5 Kalau iya, apakah anda tau tugas-
tugas KPAI? 
Tugasnya mendampingi dan melindungi. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan: 
R salah satu siswi SMK di Jakarta 
No Pertanyaan  Jawaban 
1 Siapa nama anda? Nama saya R 
2 Apa yang anda tau tentang 
kekerasan seksual? 
Kekerasan seksual itu pemerkosaan, 
pencabulan dan gitu-gitu deh ka.  
3 Bagaimana fenomena yang saat ini 
sedang terjadi tentang kids jaman 
now? 
Wah udah serem sekarang pergaulan 
anak-anak, saya aja sama orang tua boleh 
main kalo temennya di kenal sama mama. 
Apalagi sekarang media sosial banyak 
yang memajang foto-foto dan video yang 
seharusnya gak diliat sama anak-anak 
kaya kita. Udah ngeroko, minum-
minuman, pacaran dll 
4 Apakah anda tau tentang KPAI? KPAI? Cuma pernah denger 
5 Kalau iya, apakah anda tau tugas-
tugas KPAI? 
Hihi gak tau ka, tapi kayanya sih 
nngelindungi anak-anak sesuai namanya.  
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TRANSKRIP WAWANCARA 
Profil Informan: 
Pak R salah satu Pakar Hukum 
No Pertanyaan  Jawaban 
1 Bagaimana tanggapan anda 
mengenai kekerasan seksual yang 
marak terjadi? 
Sesuatu fenomenal biasa, kalo dahulu 
norma dan adat istiadat masih dipegang 
teguh, jadi sedikit informasi yang masuk 
dan meminimalisir kekerasan seksual, nah 
kalau sekarang sudah banyak terbuka 
tentang informasi mengenai hal-hal yang 
berbau pornografi.  
2 Bagaimana menurut persfektif 
hukum mengenai kasus kekerasan 
seksual? 
Dari perspektif hukum, pemerintah sudah 
sangat responsive dari sisi hukum. Ada 3 
faktor penegakan hukum, ketiganya harus 
jalan. 1. Subtansi hukum. Sudah banyak 
aturan yang diatur pemerintah untuk 
menannggulangi ini. Salah satu maraknya 
saat muncul pedopfelia dan meluncurkan 
hukum kebiri. 2. Penegak hukum, 
bermasalah pada segi penegakan hukum. 
Karena kejahatan anak tidak mendapatkan 
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prioritas dari penegak hukum. Karena 
banyak kasus yang tidak tertangani. 3. 
Lingkungan budaya, sekarang sudah 
berubah. Pergaulan anak-anak sudah 
bebas, apalagi media. Jadi rasa keinginan 
tahuan meraka lebih besar.  
3 Hukuman apa yang seharusnya di 
berikan kepada para pelaku? 
Hukum sudah merinci sedemikian rupa. 
Kita bermasalah dari sisi penegakan 
hukum. Hambatan banyak kasus-kasus 
yang tidak terungkap. Meskipun pelaku 
diuber sedemikian rupa semmuanya tidak 
akan mendatangan rasa puas oleh korban.  
4 Bagaimana mengenai hukum kebiri 
untuk pelaku? 
Kebiri itu ditunjukan kepada orang 
dewasa. Kalau melanggar HAM itu, kita 
melihat secara keseluruhan sistem kita. 
Karena sekarang MK sudah menguatkan 
hukuman mati tidak bertentangan dengan 
HAM. Oleh sebab itu kebiri tidak  
bertentangan dengan HAM. Karena kita 
berpaku pada putusan MK. Dari segi 
sosiologis, masyarakat tergantung. Ada 2 
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hal kadang setuju dan kadang tidak setuju 
pada kondisi tertentu mereka mendukung.  
5 Hukum apa yang sudah berlaku 
saat ini? Apakah sudah relevan ? 
Hukum dibuat harus menjadi acuan, kita 
tidak bisa menilai hukum itu relevan atau 
tidak. Tetapi kalai efektif atau tidak 
mungkin.  
6 Bagaimana tanggapan anda 
mengenai KPAI? 
Saya melihat adanya KPAI disini untuk 
mendandingi Komnas Anak. KPAI 
dibentuk UU tapi sebetulnya tidak usaha 
di bentuk, pembentukan KPAI ada 3-5 
pasal. Tetapi Cuma ada beberapa pasal 
tentang tujuan dibentuknya KPAI. UU 
untuk di akomodir untuk mempererjakan 
orang di KPAI. Dari segi kedua, tugas 
KPAI, tidak ada tugas dari segi langsung. 
Akan terikat antara penempatan orang-
orang yang seide dan sejalan. Ruang 
gerak KPAI tidak signifikan. Ada KPAI 
ini tumpang tindih, tidak ada 
penyelesaian. Tidak mempunyai 
kekuasaan mengikat.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 
BAB Komponen Data  T. Primer T. Sekunder  
   P WT WTT B K D I 
I Pendahuluan        
 Latar Belakang Masalah X      X 
 Permasalahan Penelitian X       
 Tujuan Penelitian X       
 Manfaat Penelitian X  X     
 Tinjauan Penelitian Sejenis    X   X 
 Kerangka Konseptual X   X   X 
 1. Kekerasan Seksual    X   X 
 2. Pengawasan dan Perlindungan    X   X 
 3. Teori Konstruksionisme Sosial    X   X 
 Kerangka Berfikir X   X   X 
 Metode Penelitian X   X   X 
 Pendekatan dan jenis Penelitian X      X 
 Lokasi dan waktu penelitian X       
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 Subjek penelitian X       
 Sumber penelitian X       
 Keterbatasan penelitian X      X 
 Teknik pengumpulan data X      X 
 Analisis data X      X 
 Teknik Triangulasi  X      X 
 Sistematika Penulisan X      X 
II Gambaran Umum Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia 
P WT WTT B K D I 
 Pengantar X  X     
 Latar belakang berdirinya KPAI   X X    
 Deskripsi Lokasi KPAI   X    X 
 Peran KPAI Berdasarkan Visi dan 
Misi 
  X   X  
 Tugas Pokok Fungsi, dan tujuan X  X     
 Pelayanan KPAI dalam proses 
pengaduan 
 X X   X  
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 Struktur organisasi  X X   X  
 Profil korban X  X     
 1. Profil korban PT X X      
 2. Profil korban SZA X       
 Penutup X       
III Peran Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI) dalam 
Pengawasan Dan Perlindungan 
Korban Kekerasan Seksual 
P WT WTT B K D I 
 Pengantar X       
 Peran KPAI dalam pengawasan dan 
perlindungan kekerasan seksual anak  
X  X     
 1. Proses penanganan psikologis 
pertama 
X X X     
 2. Proses penyuratan ke pihak 
kepolisian 
X X X     
 3. Proses rujukan kepada mitra 
KPAI 
X X X     
 4. Proses pengawasan dan X X X     
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perlindungan di pengadilan dan 
pasca pelaporan kasus ke KPAI 
 Faktor penyebab terjadinya kekerasan 
seksual terhadap anak 
X X  X   X 
 Kasus anak korban kekerasan seksual 
dan prosedur penanganan 
X  X     
 1. Kasus korban PT X  X     
 2. Kasus korban SZA X  X     
 Tugas , relasi, dan hambatan KPAI 
dalam menangani kekerasan seksual 
X X X     
 1. Peranan KPAI dalam kasus 
kekerasan seksual 
X X X     
 2. Relasi dengan mitra KPAI X X X     
 3. Hambatan KPAI dalam 
melaksanakan tugas 
X X X     
 Penutup  X      X 
IV Aksi Filantropi Mahasiswa Dalam 
Pertukaran Sosial  
P WT WTT B K M I 
 Pengantar X       
 Bentuk Pengawasan dan perlindungan 
korban kekerasan seksual 
X X X    X 
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 Peran sosial KPAI terhadap korban 
kekerasan seksual 
X X X     
 Analisis peran KPAI ditinjau dari 
konstruksionisme sosial 
X      X 
 1. Peran KPAI dalam 
eksternalisasi 
X  X X   X 
 2. Peran KPAI dalam 
Objektifikasi 
X  X X   X 
 3. Peran KPAI dalam Internalisasi X  X X   X 
 Penutup  X       
V Penutup        
 Kesimpulan  X       
 Saran X       
P : Primer   M : Majalah  D: Dokumentasi 
WT : Wawancara Terstruktur I : Internet  K : Koran 
WTT : Wawancara Tidak Terstkrutur  
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